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ABSTRAC

Asyifa Rahmawati/146520122011. DAMPAK PERALIHAN TATA KELOLA AIR
TERHADAP VARIABILITAS PENGALIRAN DAN PELAYANAN PUBLIK DI UPTD
AIR MINUM KABUPATEN SORONG. Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik.
Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.

The transfer of drinking water governance from the private sector to the local government is in
Sorong Regency causing changes in the water distribution system and public services to the
community. This research aims to describe the impact of the transition of water governance on
the variability of water flow and public services at the Sorong Regency Drinking Water UPTD.
The type of research used is qualitative research. Data collection techniques are carried out
through interviews, observations, and documentation involving the Head of Drinking Water
UPTD, administrative staff, field operational staff, and PDAM customer communities as
research informants. The research results show that the transition of management from the
private party to the local government has not been fully followed by the readiness of
governance and the optimal service system. This can be seen from the still occurrence of water
distribution disruptions, unstable water pressure, limited network infrastructure, and slow
response to community complaints. In addition, the coordination between agencies and service
communication to the community is considered not to be running effectively. This condition has
an impact on the decrease in the level of public satisfaction with clean water services in
Sorong Regency.This research also found that the variability of water flow is influenced by
inadequate infrastructure conditions, as well as weak operational management after the
transition of governance. On the other hand, the openness of informstion, responsiveness of
services, and the effectiveness of comlaint handling still need to be improved so that public
services can run better. Thus, institutional strengthening, improving the distribution system,
improving infrastructure, and more responsive and transparent services are needed to support
the sustainability of clean water services to the community.

Keyword : Clean Water Governance, Flow Variability, Public Services, UPTD Dringking
Water Sorong Regency.
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ABSTRAK

Asyifa Rahmawati/146520122011. DAMPAK PERALIHAN TATA KELOLA AIR
TERHADAP VARIABILITAS PENGALIRAN DAN PELAYANAN PUBLIK DI UPTD
AIR MINUM KABUPATEN SORONG. Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik.
Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.

Peralihan tata kelola air minum dari pihak swasta kepada pemerintah daerah merupakan di
Kabupaten Sorong menimbulkan perubahan dalam sistem distribusi air dan pelayanan publik
kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengdeskripsikan dampak peralihan tata
kelola air terhadap variabilitas pengaliran air serta pelayanan publik di UPTD Air Minum
Kabupaten Sorong. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan
melibatkan Kepala UPTD Air Minum, staf administrasi, staf operasional lapangan, dan
masyarakat pelanggan PDAM sebagai informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa peralihan pengelolaan dari pihak swasta ke pemerintah daerah belum sepenuhnya diikuti
dengan kesiapan tata kelola dan sistem pelayanna yang optimal. Hal tersebut terlihat terlihat
dari masih terjadinya gangguan distribusi air, tekanan air yang tidak stabil, keterbatasan
infrastruktur jaringan, serta lambatnya respons terhadap keluhan masyarakat. Selain itu,
koordinasi antarinstansi dan komunikasi pelayanan kepada masyarakat dinilai belum berjalan
secara efektif. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya tingkat kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan air bersih di Kabupaten Sorong. Penelitian ini juga menemukan bahwa
variabilitas pengaliran air dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur yang belum memadai, serta
lemahnya pengelolaan operasional pasca peralihan tata kelola. Di sisi lain, keterbukaan
informasi, responsivitas pelayanan, dan efektivitas penanganan pengaduan masih perlu
ditingkatkan agar pelayanan publik dapat berjalan lebih baik. Dengan demikian, diperlukan
penguatan kelembagaan, peningkatan sistem distribusi, perbaikan infrastruktur, serta pelayanan
yang lebih responsif dan transparan guna mendukung keberlanjutan pelayanan air bersih
kepada masyarakat.

Kata Kunci : Tata Kelola Air Bersih, Variabilitas Pengaliran, Pelayanan Publik, UPTD Air
Minum Kabupaten Sorong.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air bersih merupakan sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh
manusia untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Tanpa tersedianya air
bersih, manusia tidak dapat melakukan berbagai aktivitas penting seperti
memasak, minum, mandi, dan mencuci. Oleh karena itu, keberadaan air
bersih sangat berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat
(Junaedi, 2022). Dalam kajian kesehatan lingkungan, air dikategorikan
sebagai bersih tidak hanya berdasarkan kejernihannya, melainkan juga

karena terpenuhinya standar ilmiah yang ditetapkan oleh otoritas terkait.

Menurut Setioningrum et al., (2020), air dikatakan bersih apabila
memenuhi persyaratan dari sisi fisik, kimia, dan mikrobiologi. Ketentuan ini
mengacu pada regulasi nasional, yaitu Permenkes No. 416 Tahun 1990 dan
Permenkes No0.32 Tahun 2017, yang menjabarkan batas kandungan zat
tertentu di dalam air seperti logam berat, tingkat Ph, zat organik, deterjen,
dan keberadaan mikroorganisme seperti total coliform. Air yang tidak lolos
satu atau lebih dari parameter tersebut berpotensi menimbulkan dampak
negatif bagi kesehatan. Oleh sebab itu, pentingnya dilakukan uji kualitas air
secara berkala untuk menjamin air yang digunakan tidak berbahaya bagi

masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari air bersih sangat penting dalam
menciptakan masyarakat yang sehat, mendukung sistem sanitasi yang layak,

serta mempercepat kemajuan pembangunan di berbagai wilayah.



Ketersediaan air yang aman dan terjangkau tidak hanya diperlukan untuk
kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi bagian dari strategi peningkatan
kualitas hidup masyarakat. Sanitasi dan air bersih merupakan komponen
penting dalam pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Tanpa akses
yang memadai terhadap air yang aman, berbagai program kesehatan dan

pengembangan infrastruktur akan mengalami hambatan (Junaedi, 2022).

Sebelum didistribusikan kepada masyarakat, air harus melalui
beberapa tahapan pengolahan di Instansi Pengolahan Air (IPA) agar
memenuhi standar sebagai air bersih. Di mana air bersih sangat esensial
dalam kehidupan manusia, baik untuk dikonsumsi maupun digunakan dalam
kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, ketersediaan air dengan kualitas

dan kuantitas yang memadai menjadi hal yang tidak bisa ditawar.

Mengingat pentingnya peran air dalam kehidupan sehari-hari,
negara berkewajiban memenuhi hak masyarakat atas akses air, yang dimana
setiap individu berhak memperoleh air untuk memenuhi kebutuhan pokok.
Sejalan dengan hal tersebut Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) hadir
sebagai badan usaha milik pemerintah daerah yang memberikan layanan

publik di bidang penyediaan air minum (Lestari, et al., 2025).

Berdasarkan Permen Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(PUPR) No. 27/PRT/M/2016, PDAM termasuk dalam kategori Badan
Usaha Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), vyaitu
lembaga yang diberi mandat untuk menyelenggarakan layanan air minum

secara profesional, berkelanjutan, dan berbasis kepentingan publik. Yang



meliputi kegiatan pengambilan air baku, pengolahan, penyimpanan,
distribusi, hingga pelayanan kepada pelanggan. Dalam pelaksanaannya,
PDAM harus memenuhi standar minimum pelayanan air minum yang
mencakup empat aspek penting, kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan
keterjangkauan. Dalam konteks penyelenggaraan SPAM, PDAM
berkewajiban menyusun Rencana Pengembangan Sistem (RPS) serta
menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang efektif, transparan, dan

akuntabel (Rakyat, 2024).

Dalam konteks penyediaan layanan air minum, Peraturan
Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) mengatur bahwa penyelenggaraaan SPAM bertujuan untuk
menjamin tersedianya air minum dalam kuantitas, kualitas, dan kontinuitas.
Oleh karena itu, pengelolaan air oleh Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) menjadi sangat strategis dan membutuhkan tata kelola yang
efektif, termasuk dalam proses peralihan pengelolaan dari swasta ke

pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan publik.

Permasalahan dalam penyediaan air bersih tidak hanya semata
berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, melainkan juga mencakup
sistem distribusi yang belum berjalan secara optimal. Di berbagai wilayah,
jaringan layanan PDAM masih belum mampu menjangkau seluruh
komunitas secara merata, sementara proyeksi kebutuhan air bersih terus

mengalami  peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk di



Indonesia. Ketidakseimbangan ini mencerminkan lemahnya perencanaan

dan tata kelola distribusi air yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, hambatan teknis seperti tekanan air yang tidak stabil
serta kebocoran pada sistem perpipaan turut menjadi faktor utama yang
menghambat keberlangsungan aliran air bersih. Kondisi tersebut
berimplikasi langsung terhadap efektivitas layanan publik dan berdampak
pada tingkat kepuasan pengguna sebagai penerima manfaat layanan air

minum dari pemerintah daerah (Ananda, et al., 2023).

Pada pertengahan tahun 2006, masyarakat di Distrik Aimas (Unit 1
dan Unit 2), Kabupaten Sorong, mengalami kesulitan mendapatkan air
bersih. Menanggapi kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Sorong menjalin
kerja sama dengan PT Andriyani Jaya Abadi (PT AJA) melalui
penandatanganan MoU untuk mengelola distribusi air bersih di kawasan
tersebut. Direktur PT AJA, Nardi menjelaskan, bahwa saat awal periode
kemitraan, jumlah pelanggan sangat terbatas, hanya sekitar 55 sambungan

rumah (SR) pada tahun 2006.

Meski demikian, perusahaan menerapkan pelayanan yang responsif
dan profesional. Sebagai hasilnya, antusiasme publik meningkat pesat
sehingga dari tahun ke tahun jumlah pelanggan aktif bertambah signifikan,
akhirnya mencapai sekitar 4.624 sambungan rumah (SR) hingga saat ini

(Papuabaratpos, 2023).



Namun, di bulan Desember 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten
Sorong melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
mengambil alih pengelolaan sistem air minum. Proses ini dilakukan melalui
unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Kabupaten Sorong, berdasarkan
regulasi yang melarang pengelolaan air minum sepenuhnya oleh pihak
swasta (merujuk pada Permen PUPR Nomor 122 Tahun 2015 Pasal 52 ayat
1 dan 2 serta Pasal 42 ayat 1 huruf D). meski pengelolaan diserahkan ke

pemerintah, pihak PT AJA menyatakan tidak mempermasalahkannya.

Namun, mereka berharap capaian operasional dan efisiensi yang
telah dibangun dapat dipertahankan oleh pemerintah. Tidak hanya itu, PT
AJA menegaskan bahwa seluruh keuntungan dari kerjasama dibagi secara
transparan yaitu 60% untuk perusahaan, dan 40% untuk Pemerintah
Kabupaten. Sepanjang periode 2006 hingga 2021 semua pendapatan dan
pengeluaran dilaporkan secara terbuka kepada Pemerintah Daerah, BPKAD,
Bappeda, serta Inspektorat dan Dispenda Kabupaten Sorong. Bahkan total
kontribusi PDAM vyang tercatat mencapai sekitar Rp 1,908 miliar

(Papuabaratpos, 2023).

Peralihan pengelolaan air bersih dari pihak swasta, yakni PT
Andriyani Jaya Abadi, ke Pemerintah Kabupaten Sorong, menimbulkan
dinamika baru dalam pelayanan publik, khususnya dalam distribusi air
bersih. Setelah pengambilalihan tersebut, sejumlah warga di Distrik Aimas
mengalami gangguan dalam pengaliran air, bahkan selama dua bulan

berturut-turut aliran air PDAM tidak sampai ke rumah mereka. Sebagai



bentuk protes atas pelayanan yang tidak memadai, perwakilan warga dari
sejumlah perumahan seperti KPR Cenderawasih, Malagusa, dan GGT
Aimas, Kabupaten Sorong menghadap langsung kepada Bupati Sorong,

Johny Kamuru, pada 19 Mei 2025 (Tribun Sorong, 2025).

Warga di kompleks KPR Cendrawasih (Jalur A-B, Kelurahan
Malawili, Distrik Aimas) melaporkan mengalami kesulitan serius dalam
memperoleh air bersih sejak pengelolaan dialihkan ke Pemerintah
Kabupaten Sorong melalui Dinas PUPR. Sebelumnya, saat pengelolaan
berada di tangan pihak swasta, pasokan air mengalir lancar dan kebutuhan
warga terpenuhi tanpa kendala. Namun belakangan ini, aliran air mulai
tersendat dan tidak menentu, meski warga tetap membayar tagihan setiap

bulan sesuai konsumsi.

Mereka mempertanyakan penyebab kegagalan sistem pasokan air,
mengingat seharusnya pengelolaan publik justru menjamin kualitas layanan
yang lebih baik. Salah satu penyebab yang dikemukakan adalah penutupan
sumur di Kampung Malasaum oleh pemilik ulayat setempat karena belum
tercapainya kesepakatan soal sewa lahan. Pemerintah daerah melaui Dinas
PUPR tengah membahas solusi, termasuk menyediakan air tangki sebagai

alternatif sementara bagi pelanggan yang terdampak (BalleoNews, 2023).

Kondisi yang terjadi di Distrik Aimas mengindikasikan bahwa
peralihan pengelolaan air minum belum sepenuhnya disertai dengan
kesiapan tata kelola air yang memadai. Terjadinya gangguan pengaliran air

dalam jangka waktu yang lama, mulai dari hitungan hari hingga berbulan-



bulan, di tengah tetap berlangsungnya penagihan kepada pelanggan, serta
lemahnya respon dan komunikasi dari pihak pengelola baru, menunjukkan
adanya permasalahan serius dalam penyelenggaraan distribusi air bersih

sebagai bagian dari pelayanan publik.

Pada masa swasta, aliran air berlangsung lancar, responsif terhadap
keluhan, dan transparan mengenai biaya serta pencapaian operasional. Kini,
berita mengenai gangguan distribusi justru memunculkan kesan bahwa
pengelolaan publik belum memiliki sistem respon yang memadai serta
komunikasi yang kurang efektif kepada pengguna (BalleoNews, 2023).
Ketiadaan informasi perkembangan dan ketidakpastian mengenai kapan

pelayanan pulih membuat warga merasa diabaikan.

Banyak pelanggan menilai bahwa tanggapan pengelola baru
lambat, dan tidak ada mekanisme resmi yang jelas untuk menyampaikan
kegelisahan mereka, hal yang sebelumnya relatif tersedia ketika dikelola
swasta menimbulkan beban ekonomi signifikan terutama bagi keluarga
berpenghasilan  rendah.  Situasi ini  memperkuat narasi bahwa
pengambilalihan pengelolaan belum diikuti kesiapan kelembagaan yang
memadai untuk menjaga keberlanjutan dan mutu pelayanan publik air bersih

(BalleoNEWS, 2023).

Setelah pengelolaan PDAM dialihkan dari PT Andriyani Jaya
Abadi ke Pemerintah Kabupaten Sorong, warga di sejumlah kawasan
Distrik Aimas, termasuk KPR Cenderawasih, Malagusa, dan GGT,

menyatakan ketidakpuasan yang mendalam terhadap layanan air bersih.



Mereka mengalami ketiadaan aliran air hingga berbulan-bulan, namun tetap
menerima tagihan penuh. Kondisi ini menimbulkan beban ekonomi
tambahan karena mereka harus membeli air tangki dengan harga yang
tinggi. Warga membandingkan pelayanan ini dengan masa pengelolaan
swasta yang dinilai lebih lancar, cepat tanggap, dan transparan, minimnya
komunikasi dari pengelola baru serta ketiadaan mekanisme penyampaian
keluhan yang efektif memperkuat persepsi bahwa pemerintah daerah belum
siap secara kelembagaan untuk mengelola layanan publik air bersih secara

optimal (Suara Sorong, 2023).

Pasca peralihan pengelolaan air bersih dari PT Andriyani Jaya
Abadi ke unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Air Minum Kabupaten
Sorong, sejumlah warga KPR Cenderawasih mulai merasakan penurunan
kualitas layanan. Salah satu keluhan utama yang disuarakan masyarakat
adalah absennya pasokan air bersih selama beberapa minggu berturut-turut,
sementara penagihan dari PDAM tetap berjalan tanpa penyesuian. Hal ini
menimbulkan tekanan ekonomi tambahan, terutama karena warga harus

membeli air dari luar dengan harga yang tidak murah.

Lebih dari sekadar masalah teknis, ketidakpastian informasi dan
ketiadaan respon cepat dari pihak pengelola menyebabkan ketidakpuasan
dan memperkuat persepsi bahwa pihak pemerintah belum siap secara
kelembagaan dan administratif dalam mengelola layanan publik air bersih

secara optimal. Sebagian warga bahkan menilai bahwa pelayanan yang



diberikan oleh pihak swasta sebelumnya lebih teratur dan sigap dalam

menangani masalah (Papua Barat Pos, 2023).

Kondisi memburuknya pelayanan pasca peralihan mencerminkan
adanya kelemahan mendasar dalam aspek tata kelola. Ketidaksiapan struktur
organisasi pengelola baru terlihat dari tidak optimalnya penanganan
distribusi dan minimnya kebijakan operasional yang efektif. Selain itu,
koordinasi antar lembaga, khususnya antara pemerintah daerah dan
masyarakat adat, tidak berjalan dengan baik, sebagaimana ditunjukkan
dengan ditutupnya akses sumber air oleh pihak adat di Kampung Malasum
tanpa solusi bersama. Kurangnya transparansi dalam proses transisi dan
minimnya komunikasi publik juga turut menurunkan kepercayaan
masyarakat terhadap pengelola baru. Hal ini memperkuat dugaan bahwa
peralihan pengelolaan tidak dibarengi dengan kesiapan kelembagaan dan
sistem pendukung yang memadai, sehingga berdampak langsung pada
penurunan kualitas pelayanan air bersih di Kabupaten Sorong (Radar

Sorong, 2023).

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan harapan agar
UPTD Air Minum segera melakukan perbaikan agar aliran air bersih
kembali normal. Mereka juga menyampaikan bahwa selama air tidak
mengalir, mereka tetap dikenakan tagihan, yang tidak adil oleh masyarakat.
Di mana, warga terpaksa mengandalkan sumber alternatif seperti air hujan
atau membeli air tangki dengan harga sekitar Rp.150.000 per tangki.

Kondisi ini tentu menambah beban ekonomi, terutama bagi keluarga dengan



penghasilan terbatas. Keluhan juga muncul terhadap UPTD Air Minum
yang dinilai tidak responsif, hingga warga merasa perlu membawa persoalan

ini langsung ke kepala daerah (Tribun Sorong, 2025).

Ketidakpastian pasokan air bersih pasca pengambilalihan oleh
pemerintah telah menimbulkan keresahan di kalangan warga Distrik Aimas.
Banyak warga mengeluhkan bahwa air PDAM tidak mengalir selama
berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, padahal mereka tetap dibebani
tagihan secara rutin. Situasi ini dianggap tidak adil dan memperberat beban
ekonomi, terutama bagi masyarakat dengan penghasilan terbatas, karena
harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air dari luar. Selain itu,
tidak adanya pemberitahuan umum yang berkembang di tengah warga
adalah bahwa pelayanan oleh pihak swasta sebelumnya jauh lebih teratur,
cepat tanggap, dan transparan. Oleh karena itu, masyarakat menuntut agar
pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem

pelayanan air bersih yang ada saat ini (Suara Sorong, 2023).

Masalah ini menunjukkan bahwa transisi pengelolaan dari swasta
ke pemerintah daerah tidak serta-merta memperbaiki kualitas pelayanan,
justru menimbulkan tantangan baru dalam tata kelola distribusi air kepada
masyarakat terhadap pelayanan publik yang ada di Kabupaten Sorong. Salah
satu tantangan utamanya adalah ketidakteraturan dalam aliran air bersih
yang disalurkan oleh PDAM secara langsung berkaitan dengan tingkat

kehilangan yang terjadi dalam sistem distribusi. Hal ini ditemukan bahwa
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variabilitas aliran disebabkan oleh dua bentuk kehilangan air utama, yaitu

kehilangan air fisik dan kehilangan air non-fisik (komersial).

Kedua jenis kehilangan ini memberikan dampak nyata terhadap
kontinuitas dan cakupan distribusi air bersih kepada pelanggan. Kehilangan
air non fisik, atau sering disebut kehilangan teknis, mencakup kebocoran
pipa induk distribusi, sambungan pipa yang rusak, luapan dari tangki, serta
kebocoran pada pipa sambungan dari jaringan utama menuju meteran
pelanggan. Kondisi ini menyebabkan volume air seharusnya disalurkan ke
pelanggan justru hilang dalam jaringan, sehingga mengurangi jumlah air
yang tersedia untuk kebutuhan konsumsi masyarakat (Pratama & Purnaini,

2024).

Variabilitas pengaliran air mengacu pada ketidakstabilan atau
perubahan yang terjadi dalam distribusi air bersih, baik dari segi waktu,
tekanan, maupun volume aliran. Dalam praktiknya, pola konsumsi air
masyarakat tidak bersifat konstan, melainkan mengalami fluktuasi sesuai
dengan aktivitas harian pengguna. Hal ini menyebabkan adanya jam-jam
tertentu di mana penggunaan air mencapai puncaknya, seperti pagi hari saat
masyarakat melakukan aktivitas domestik seperti mandi dan masak yang
berdampak langsung terhadap menurunnya tekanan air di jaringan.
Sebaliknya, pada malam atau dini hari ketika aktivitas berkurang, tekanan

air cenderung meningkat karena volume konsumsi menurun.
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Perubahan ini menciptakan ketidakseimbangan dalam pasokan air,
yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengganggu kontinuitas dan
efisiensi layanan. Selain itu, fluktuasi tersebut dapat menyebabkan
kehilangan air yang signifikan, baik akibat kebocoran maupun kesalahan
pencatatan, yang pada akhirnya merugikan baik pelanggan maupun

penyedia layanan air bersih (Oktavianto & Rosariawari, 2023).

Di sisi lain, kehilangan air non-fisik lebih banyak berkaitan dengan
aspek administratif dan operasional. Hal ini meliputi meteran air pelanggan
yang buram atau macet, kesulitan dalam pencatatan karena meteran terkunci
atau terendam, hingga kurangnya pemeriksaan terhadap keakuratan data
pencatatan. Ketidaktepatan pencatatan volume konsumsi ini membuat
perhitungan distribusi air menjadi tidak akurat dan mengakibatkan volume
air yang seolah-olah tidak tercatat sebagai konsumsi, padahal telah
digunakan oleh pelanggan. Situasi ini menimbulkan kerugian ganda, baik
bagi perusahaan daerah air minum maupun bagi masyarakat, yang mungkin
tidak menerima pasokan air secara merata dan kontinu (Pratama & Purnaini,

2024).

Dalam konteks perubahan manajemen, dari swasta ke pemerintah
daerah, aspek-aspek seperti kehilangan air dan kualitas distribusi menjadi
indikator penting untuk menilai sejauh mana perbaikan atau kemunduran
layanan terjadi. Jika sistem tidak dikelola secara efisien terutama dalam hal
pengawasan kebocoran, pencatatan konsumsi, dan perawatan infrastruktur

maka aliran air yang diterima masyarakat akan terus mengalami fluktuasi.
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Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan distribusi air bukan hanya diukur
dari jumlah air yang diproduksi, tetapi juga dari kemampuan untuk
mengontrol kehilangan dan memastikan aliran air sampai ke masyarakat

secara adil, kontinu, dan merata (Pratama & Purnaini, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, peralihan pengelolaan PDAM
Kabupaten Sorong dari pihak swasta ke pemerintah daerah tidak serta merta
diikuti dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
Proses transisi pengelolaan justru memunculkan berbagai persoalan,
khususnya yang berkaitan dengan ketidakstabilan pengaliran air bersih,
meningkatnya tingkat kehilangan air baik secara fisik maupun nonfisik,
serta lemahnya sistem pengelolaan distribusi yang berdampak langsung

pada kontinuitas layanan kepada masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya tantangan serius dalam
aspek tata kelola, mulai dari kesiapan kelembagaan, efektivitas koordinasi
antarinstansi, hingga transparansi dan komunikasi publik yang belum
berjalan secara optimal. Keterbatasan kemampuan pengelola dalam
mengantisipasi gangguan teknis, mengendalikan kehilangan air, serta
merespons keluhan masyarakat secara cepat mengindikasikan bahwa

pengambilalihan pengelolaan belum didukung oleh sistem yang memadai.
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Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk mengkaji dampak
peralihan tata kelola PDAM terhadap variabilitas pengaliran air serta
implikasinya terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di UPTD Air
Minum Kabupaten Sorong, khususnya pada periode pasca peralihan

pengelolaan.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah:

1. Apa saja tantangan tata kelola yang dihadapi dalam penyediaan
layanan air bersih pasca peralihan pengelolaan PDAM dari pihak
swasta ke pemerintah daerah di Kabupaten Sorong?

2. Bagaimana variabilitas pengaliran air PDAM  pasca peralihan
pengelola dari swasta ke pemerintah daerah di Kabupaten Sorong?

3. Bagaimana dampak peralihan pengelolaan PDAM dari pihak swasta ke
pemerintah daerah terhadap efektivitas pelayanan publik di Kabupaten

Sorong?

1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam penyediaan layanan air
bersih di Kabupaten Sorong dan tantangan pengelolaan PDAM setelah
dialihkan dari pihak swasta kepada pemerintah daerah.

2. Mendeskripsikan kondisi variabilitas aliran air PDAM pasca peralihan

pengelolaan dari swasta ke pemerintah daerah di Kabupaten Sorong.
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3. Menganalisis dampak perubahan tata kelola PDAM dari pihak swasta
ke pemerintah daerah terhadap efektivitas penyelenggaraan pelayanan

publik di Kabupaten Sorong.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Pemerintah daerah :
Menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan pelayanan publik air
bersih yang lebih tepat, efektif dan berkelanjutan.

2. Pengelola UPTD Air Minum :
Memberikan bahan evaluasi bagi pengelola UPTD dalam
meningkatkan efektivitas pengelolaan dan distribusi layanan air bersih
pasca peralihan dari swasta ke pemerintah.

3. Kalangan akademis :
Menyediakan referensi empiris dan konseptual bagi penelitian
selanjutnya yang berkaitan dengan tata kelola dan pelayanan publik

pada sektor penyediaan air bersih.
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BAB Il
KAJIAN TEORI

2.1Tata Kelola

Secara umum, tata kelola (governance) dapat dipahami sebagai
suatu proses atau mekanisme dalam penyelenggaraan kewenangan untuk
mengarahkan, mengatur, dan mengendalikan sumber daya dalam rangka
mencapai tujuan bersama. Konsep ini tidak hanya menekankan pada aspek
struktur atau lembaga, melainkan juga mencakup pola hubungan,
koordinasi, dan akuntabilitas antar pihak yang terlibat. Tata kelola menuntut
adanya transparansi, partisipasi, akuntabilitas, serta efektivitas agar
penyelenggara organisasi, baik di sektor publik maupun privat, dapat
berjalan secara adil, terbuka, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian,
tata kelola dipandang sebagai kerangka yang memastikan setiap keputusan
dan tindakan organisasi dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai

dengan aturan norma yang berlaku (Djumadil et al.,2019).

Dema et al., (2021) menyatakan, tata kelola pemerintahan
merupakan sebuah konsep yang sudah lama diperkenalkan dan memiliki
beragam definisi di kalangan akademisi maupun praktisi. Secara umum, tata
kelola mengacu pada cara bagaimana kekuasaan dan kewenangan dijalankan
untuk menjawab persoalan publik, dengan berlandaskan pada prinsip, nilai,
serta aturan yang baik oleh masyarakat. Tata kelola mencerminkan
bagaimana pemimpin suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan, mengelola
sumber daya, dan merespons berbagai persoalan masyarakat dengan tetap

mengandung nilai demokrasi. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan
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dapat dipahami sebagai suatu sistem atau mekanisme yang melibatkan
pemerintah bersama aktor-aktor lain dalam mendistribusikan kewenangan,
mengambil keputusan, serta mengelola sumber daya melalui kebijakan yang
menekankan prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan

partisipasi masyarakat.

Menurut Rahayuningtyas & Setyaningrum (2018), tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) dipahami sebagai
penyelenggaraan negara yang mengutamakan amanat rakyat dengan tujuan
meningkatkan kemandirian, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, serta
mencapai keadilan sosial. Salah satu indikator tercapainya tata kelola yang
baik adalah terselenggarannya pemerintahan yang bebas dari praktik

korupsi.

Untuk itu, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) juga
mengembangan seperangkat prinsip yang mencakup akuntabilitas,
transparansi, pengawasan, partisipasi, profesionalisme, responsivitas,
efisiensi, efektivitas, hingga penegakan hukum. Penerapan prinsip-prinsip
tersebut diyakini menjadi dasar terbentuknya tata kelola pemerintahan yang
mampu menciptakan sistem penyelenggaraan negara yang transparan,

akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Faharudin, (2023) menyatakan, tata kelola atau governance pada
dasarnya dipahami sebagai proses penyelenggaraan pemerintahan yang
melibatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola

kepentingan publik. Good governance kemudian dimaknai sebagai bentuk
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penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab, transparan, efektif,
efesien, serta mampu menjaga keseimbangan peran negara, sektor swasta,

dan masyarakat.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan
bahwa tata kelola merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan
pemerintahan maupun organisasi publik. Dalam konteks penelitian ini, tata
kelola air pada PDAM menjadi cerminan nyata dari praktik good
governance, sebab pengelolaan air bersih sebagai layanan dasar masyarakat
menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta
partisipasi publik. Penerapan prinsisp-prinsip tersebut diharapkan mampu
memastikan pelayanan air berjalan secara adil, merata, dan berorientasi pada

kepentingan masyarakat luas.

2.2 Kebijakan Publik

Menurut Iriawan, (2024) kebijakan publik merupakan pijakan
konseptual yang digunakan untuk memahami masalah penelitian. Teori-
teori yang dipilih tidak cukup hanya dicantumkan, tetapi harus dianalisis
dan dipertimbangkan kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Selanjutnya,
teori tersebut disintesis agar membentuk kerangka pemikiran yang relevan
dengan tujuan penelitian. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan
yang dirancang pemerintah atau kelompok tertentu guna menjawab

persoalan masyarakat dalam bidang sosial, politik, maupun ekonomi.

Proses kebijakan publik meliputi tahapan perumusan, pelaksanaan,

hingga evaluasi yang melibatkan berbagai aktor, baik dari unsur negara
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maupun non-negara. Melalui pemahaman tersebut, kajian teori kebijakan
publik menjadi landasan penting bagi penelitian karena memberikan
kerangka konseptual untuk menelaah bagaimana suatu kebijakan dibentuk

dan dijalankan demi kepentingan masyarakat.

Menurut Listiani (2004), kebijakan publik dapat dimaknai sebagai
seperangkat keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat sekaligus mengatur penyelenggaraan layanan.
Kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman dalam memberikan layanan yang
bersifat transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta berorientasi pada
kepentingan publik. Melalui regulasi seperti Keputusan Menteri
Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004, ditegaskan
bahwa setiap bentuk pelayanan publik harus dilaksanakan secara terbuka,
akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan
demikian, kebijakan publik bukan hanya sekadar aturan normatif, tetapi juga
instrumen untuk menjamin kualitas layanan yang adil dan merata bagi

seluruh masyarakat.

Menurut Mercyana T.Z (2011), kebijakan publik merupakan
bentuk kebijakan yang khusus berkaitan dengan peran pemerintah dalam
mengatur, mengarahkan, serta mengawasi berbagai aktivitas dengan tujuan
memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Kebijakan ini tidak hanya
berfungsi sebagai produk keputusan pemerintah, tetapi juga mencerminkan
kepentingan bersama yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan

umum. Dengan demikian, kebijakan publik dapat dipahami sebagai
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seperangkat keputusan yang disusun dan dijalankan pemerintah demi
kepentingan masyarakat secara menyeluruh, mencakup aspek politik,

ekonomi, maupun budaya.

Adapun menurut Surjana (2018), menjelaskan bahwa kebijakan
publik dan implementasinya merupakan proses yang kompleks karena
melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan berbeda, seperti pemerintah,
masyarakat, dan swasta. Kompleksitas tersebut menuntut pendekatan yang
holistik agar kepentingan seluruh pemangku kepentingan dapat
terakomodasi. Implementasi kebijakan publik tidak hanya sekadar
menjalankan keputusan pemerintah, tetapi juga menekankan pentingnya

partisipasi masyarakat sebagai pihak yang merasakan langsung dampaknya.

Dengan demikian, teori kebijakan publik dan implementasinya
menjadi kerangka penting dalam menilai sejauh mana suatu kebijakan
mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian
tujuan pembangunan. Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan publik
pada sektor pelayanan air bersih tercermin melalui kerja sama antara
Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dan PT Andriyani Jaya Abadi yang
dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) mengenai pengelolaan dan
penyediaan air bersih. Kerja sama tersebut merupakan wujud kebijakan
yang ditempuh oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas
penyelenggaraan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Oleh karena itu,
kajian mengenai peralihan tata kelola dari swasta ke pemerintah menjadi

relevan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan tersebut
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berimplikasi terhadap variabilitas pengaliran air serta kualitas pelayanan

publik.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa
kebijakan publik berperan sebagai instrumen penting dalam memastikan
terpenuhinya kebutuhan masyarakat melalui mekanisme yang transparan,
akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan umum. Dalam konteks
penelitian ini, keterkaitan kebijakan publik dengan PDAM Kabupaten
Sorong terletak pada bagaimana pemerintah daerah menyusun,

mengimplementasikan, serta mengevaluasi kebijakan pengelolaan air bersih.

Hal ini mencakup upaya untuk menjamin distribusi air yang adil,
meningkatkan kualitas pelayanan, kebijakan publik tidak hanya menjadi
pedoman normatif, tetapi juga menjadi landasan strategis bagi PDAM
Kabupaten Sorong dalam mewujudkan pelayanan air bersih yang merata

dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

2.3 Tata Kelola Air PDAM

Siwij et al. (2024) menyatakan, tata kelola PDAM sebagai salah
satu bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada dasarnya mengacu
pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang menekankan
transparansi, akuntabilitas, responsivitas, independensi, dan kesetaraan
dalam penyelenggaraan layanan publik. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan
agar PDAM tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mampu

memenuhi fungsi sosial melalui penyediaan air bersih yang adil dan
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berkelanjutan bagi masyarakat (PP No. 54 Tahun 2017; Komite Nasional

Kebijakan Governance, 2006).

Meski demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian
besar PDAM di Indonesia masih menghadapi kendala serius, seperti
rendahnya kinerja keuangan, lemahnya keterbukaan informasi, serta kurang
optimalnya pemanfaatan teknologi dan kapasitas manajemen, yang pada

akhirnya berdampak pada kualitas pelayanan publik.

Angraini & Suhanda (2023) menyatakan, tata kelola PDAM
sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada dasarnya
diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih sekaligus
menjalankan fungsi ekonomi daerah. Mengacu pada PP No. 54 Tahun 2017
tentang BUMD, pengelola PDAM menekankan penerapan prinsip Good
Corporate Governance (GCG) yang mencakup transparansi, akuntabilitas,
independensi, responsivitas, dan keadilan. Dalam praktiknya, tata kelola
PDAM sering dijelaskan melalui kerangka teori keagenan, di mana
pemerintah daerah sebagai prinsipal memberi mandat kepada manajemen

PDAM selaku agen untuk mengelola perusahaan dengan baik.

Agar tidak terjadi konflik kepentingan maupun asimetri informasi,
perusahaan dengan baik. Agar tidak terjadi konflik kepentingan maupun
asimetri informasi, mekanisme tata kelola dijalankan melalui fungsi
pengawasan, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi. Selain itu, proses
korporatisasi yang diatur dalam regulasi terkini juga mendorong informasi.

Selain itu, proses korporatisasi yang diatur dalam regulasi terkini juga
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mendorong PAM agar lebih profesional dengan mengadopsi praktik bisnis
swasta, tanpa menghilangkan orientasi pelayanan publik. Dengan demikian,
tata kelola PAM idealnya menjadi instrumen yang menyeimbangkan
kepentingan bisnis dan fungsi sosial, sekaligus memperkuat kepercayaan

masyarakat terhadap layanan air minum daerah

Dengan demikian, tata kelola PDAM tidak semata-mata dipahami
sebagai mekanisme pengelolaan untuk menghasilkan keuntungan bagi
daerah, melainkan juga sebagai instrumen strategis dalam menjamin
transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme melalui penerapan prinsip
Good Corporate Governance serta penguatan korporatisasi. Implementasi
tata kelola yang baik diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara
orientasi bisnis dan fungsi sosial, sehingga PDAM dapat meningkatkan
kinerja kelembagaan sekaligus memperkokoh kepercayaan masyarakat

terhadap layanan air bersih.

2.4 Variabilitas Pengaliran Air PDAM

Variabilitas air dalam layanan PDAM secara umum merujuk pada
ketidakstabilan atau perbedaan dalam penyediaan air bersih yang diterima
oleh pelanggan. Ketidakteraturan ini dapat terlihat dari fluktuasi jumlah
pasokan, perubahan kualitas akibat proses pengolahan maupun kondisi
jaringan distribusi, serta perbedaan kontinuitas aliran antarwaktu maupun
antarwilayah. Sedangkan menurut Laurensia et al., (2024) menyatakan,
variabilitas pengaliran dapat dipahami sebagai perubahan dalam distribusi

air yang mencakup aspek kuantitas, tekanan, serta kontinuitas suplai.
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Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa maupun kondisi tertentu,
salah satu bentuk yang umum terjadi adalah variabilitas temporal, yakni
perubahan aliran berdasarkan dimensi waktu, seperti perbedaan distribusi
pada pagi, siang, dan malam hari, maupun perbedaan suplai antara musim

kemarau dan musim penghujan.

Variabilitas air dalam konteks pelayanan PDAM dapat dipahami
sebagai ketidakteraturan dalam jumlah, ketersediaan, serta distribusi air
bersih yang diterima pelanggan dari waktu ke waktu. Kondisi ini biasanya
tercermin pada fluktuasi volume air yang dipasok, perbedaan kualitas akibat
proses pengolahan maupun kondisi jaringan serta ketidakmerataan distribusi
antarwilayah. Selain itu, Ramadhani et al. (2023), menegaskan bahwa
ketersediaan air bersih merupakan faktor penting yang sangat memengaruhi
kehidupan masyarakat. Namun, dalam praktiknya masing sering dijumpai
kendala berupa keterbatasan sumber air baku, pencemaran lingkungan, dan
distribusi yang belum merata. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabilitas
air bukan hanya menyangkut aspek kuantitas, tetapi juga mencakup kualitas

dan kesinambungan distribusi yang berimplikasi pada kepuasan pelanggan.

2.5 Pelayanan Publik

Nelvianti et al., (2024) menyatakan, pelayanan publik secara umum
dipahami sebagai segala bentuk aktivitas yang diselenggarakan oleh
pemerintah atau lembaga tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan
masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam perspektif

administrasi, pelayanan publik tidak hanya berhubungan dengan penyediaan
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barang atau jasa, tetapi juga mencakup proses, prosedur, serta interaksi
antara penyelenggara dengan penerima layanan. Pelayanan publik
dilaksanakan berdasarkan standar tertentu agar pelaksanaannya konsisten,
adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut, kualitas pelayanan
publik dapat nilai melalui lima dimensi pokok dengan menggunakan model
teori SERVQUAL (Service Quality) oleh Parasuraman et al. (1988) yaitu
bukti  fisik  (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap
(responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy), yang secara
luas digunakan sebagai kerangka analisis dalam menilai kualitas pelayanan
pada sektor publik maupun sektor swasta. Dengan demikian, pelayanan
publik tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, melainkan
juga sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan

kepuasan masyarakat.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.7.1 Penelitian Terdahulu

Judul Penulis | Tahun | Metode Penelitian Hasil Penelitian
Penelitian
Kualitas Indrast | 2015 | Kualitatif Penelitian ini
Pelayanan | uti Dwi deskriptif menemukan bahwa
Publik Suryani pelayanan  PDAM
Pada Kabupaten Rembang
Perusahaa dipengaruhi oleh
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n Daerah
Air
Minum
(PDAM)
Studi
Kasus di
Kabupaten

Rembang

lima dimensi
kualitas yaitu
tangible, reliability,

responsiveness,

assurance, dan
empathy. Pada
dimensi tangible

tingkat kepuasan
pelanggan mencapai
89,09% dengan
kategori sangat puas.
Dimensi  reliability
memperoleh nilai
80,04% dan masuk
kategori cukup puas.
Sementara itu,
responsiveness

sebesar 86,09%,
assurance  85,64%
dan empathy 86,12%
seluruhnya  berada
pada kategori puas.

Secara umum,
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kualitas  pelayanan
tergolong baik,
namun  kelemahan

masih terdapat pada
aspek reliability,
khususnya

berhubungan dengan
kelancaran distribusi
air, mutu air yang
disalurkan, serta

proses dari

penanganan keluhan

pelanggan.
Pengaruh | Abdul 2016 | Kuantitatif Hasil penelitian
Kualiatas | Rahma menunjukkan bahwa
Produk n baik kualitas produk
dan maupun kualitas
Kualitas pelayanan memiliki
Pelayanan pengaruh positif
terhadap terhadap tingkat
Peningkat kepuasan pelanggan.
an Selanjutnya,
Kepuasan kepuasan pelanggan
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dan

berperan penting

Loyalitas dalan meningkatkan
Pelanggan loyalitas  terhadap
Perusahaa PDAM Kota
n Daerah Makassar.

Air

Minum

(PDAM)

Kota

Makassar

Analisis Andis 2018 | Kuantitatif Hasil penelitian ini
Pelayanan | Marcell menunjukkan bahwa
Umum di|a dan kualitas  pelayanan
Perusahaa | Parjiya umum di PDAM
n Daerah | na Tirta Indra
Air Kabupaten Indragiri
Minum Hulu masuk dalam
(PDAM) kategori cukup baik.
Tirta Indra Pada indikator
Kabupaten persyaratan,
Indragiri sebagian besar
Hulu pegawai menilai

sudah baik, namun
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dari sisi pelanggan

masih didominasi

penilaian cukup
baik. Prosedur
pelayanan juga

dinilai cukup baik
oleh mayoritas
pelanggan, meskipun
sebagian kecil
menganggapnya
belum sesuai standar
yang ditetapkan.
Dari aspek waktu
pelayanan, baik
pegawai maupun
pelanggan mengakui
adanya kendala,
terutama
keterlambatan

distribusi air serta

lamanya proses
penanganan
pengaduan. Pada
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indikator biaya atau
tarif, responden
menilai sudah sesuai
standar dan relatif
terjangkau.  Produk
layanan, seperti

ketersediaan loket

pembayaran dan
petugas,

memperoleh
penilaian baik,

meskipun dari sisi
pelanggan masih ada
yang menilai cukup
baik. Sementara itu,
dalam hal
pengelolaan

pengaduan, pegawai
menilai  pelayanan
sudah baik, tetapi
pelanggan masih
melihat adanya

keterbatasan,
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khususnya pada
kecepatan tindak
lanjut keluhan.
Secara keseluruhan,
penelitian ini
menyimpulkan

bahwa pelayanan
PDAM Tirta Indra

telah berjalan cukup

baik, meskipun
masih terdapat
kelemahan yang

perlu diperbaiki,
seperti ketepatan
waktu distribusi air,
efektivitas
pengelolaan
pengaduan, serta
optimalisasi fasilitas
layanan. Penulis
merekomendasikan
agar PDAM

meningkatkan
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kualitas pelayanan,
termasuk
penambahan
personel, perbaikan
infrastruktur ~ pipa,
serta  peningkatan
profesionalisme
pegawai agar dapat
lebih memenuhi

harapan masyarakat.

Responsiv
itas
Pelayanan
Publik
Perusahaa
n Daaerah
Air
Minum
Kabupaten

Sinjai

Hasdin

awati

dan

Abd.

Wahid

2022

Kualitatif

Deskriptif

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
responsivitas
pelayanan publik
yang diberikan
PDAM Sinjai belum
berjalan secara
optimal.
Berdasarkan
indikator
responsivitas  yang
dikemukakan  oleh

Zeithaml, ditemukan
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beberapa
permasalahan utama.
Pada aspek
kemampuan
merespons
pelanggan, PDAM
Sinjai dinilai belum
maksimal karena
masih terdapat
keluhan masyarakat
yang tidak segera
mendapatkan solusi.
Dari sisi kecepatan
pelayanan yang
harus menunggu
lebih karena
keterbatasan teknis.
Ketepatan dan
kecermatan
pelayanan sudah
berjalan sesuai
prosedur, tetapi

belum  sepenuhnya
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memuaskan
masyarakat  karena
masih ada
ketidaksesuaian
antara kebutuhan
pelanggan  dengan
tindak lanjut yang
diberikan. Ketepatan
waktu pelayanan
juga belum
konsisten, sebab
sejumlah keluhan
baruj bisa ditangani
dalam Kkurun waktu
lebih dari dau hari.
Sementara itu, dalam
menanggapi
keluhan, PDAM
Sinjai belum
sepenuhnya berhasil
memberikan  solusi
yang  menyeluruh,

meskipun telah
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disediakan layanan
pengaduan langsung
maupun melalui

aplikasi daring.

Penelitian ini juga
mengidentifikasi
berbagai kendala

yang  menghambat

optimalisasi
pelayanan, di
antaranya faktor

alam (seperti hujan

deras yang
menghambat
perbaikan), izin

pengguna lahan saat
perbaikan pipa,
kebocoran pad pipa
yang sudah tua,
serya  keterbatasan
daya listrik  dan
peralatan. Kendala-

kendala tersebut
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berkontribusi
terhadap lambannya
distribusi air bersih

kepada masyarakat.

Secara keseluruhan,
penelitian ini
menegaskan bahwa
meskipun PDAM
Sinjai telah berupaya
meningkatkan
kualitas pelayanan,
namun masih
terdampak  aspek-
aspek penting yang
perlu diperbaiki.
Temuan ini menjadi
rujukan penting bagi
penelitian
selanjutnya,
khususnya dalam
menilai sejauh mana
responsivitas

pelayanan publik
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mampu
mempengaruhi

kepuasan masyarakat
sebagai

pengguna

layanan air bersih.

Pengaruh
Kualitas
Pelayanan
Publik
Terhadap
Kepuasan
Pelanggan
di
Perusahaa
n Daerah
Air
Minum
(PDAM)
Tirta
Patriot
Kota

Bekasi

Rina
Susanti
Harton
o, Siti
Nuraini
, & Pria
Sanuba

ri

2023

Kuantitatif

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
kelima dimensi
kualitas pelayanan,
bukti fisik (tangible),
daya tanggap
(responsiveness),
kehandalan
(reliability), jaminan
(assurance), dan
empati  (empathy),

berpengaruh  positif

dan signifikan
terhadap  kepuasan
pelanggan.

Dari hasil uji parsial
dimensi dengan

pengaruh paling kuat
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adalah
responsiveness dan

tangible, sementara

reliability,
assurance, dan
empathy juga

terbukti  signifikan

namun dengan
pengaruh lebih
rendah. Secara

simultan,  kualitas
pelayanan  PDAM
Tirta Patriot
berkontribusi sebesar
74,5% terhadap
tingkat kepuasan
pelanggan,

sedangkan  sisanya
dipengaruhi  faktor
lain di luar

penelitian.

Analisis

Pelayanan

Rahmat

Minang

2024

Penelitian

method,

mix

yang

Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa
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Jaringan
Air Berdih
PDAM
Tirta Siak
Pekanbaru
Berdasark
an

Persepsi

Pelanggan

gi
Purba,
Muham
ad
Yusa,
dan Ari
Sandya

vitri

menggabungkan
pendekatan
deskriptif
kualitatif dan

kualitatif.

sebagaian besar
pelanggan puas
terhadap tekanan dan
kualitas air. Namun,
aspek  kontinuitas,
kecukupan
pemakaian,
penanganan
pengaduan, akurasi
meteran, serta sikap
petugas masih perlu
ditingkatkan.
Evaluasi Kinerja
PDAM dari 2020-
2022 mengalami
penurunan nilai dari
50,44 menjadi 46,89
dengan kategori
“cukup”. Aspek
operasional  sedikit
membaik, aspek
keuangan menurun

signifikan,
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sedangkan
administrasi  relatif
stabil. Rekomendasi
penelitian
menekankan
peningkatkan
infrastruktur,
pengelolaan pasokan
24 jam, kualitas
pengolahan air,
perluasan jaringan,
adopsi teknologi
pengaduan,
penggunaan  meter
pintar, serta
peningkatan
kapasitas petugas
melalui pelatihan

dan survei rutin

pelanggan.
Kualitas Yanti 2018 | Deskriptif Hasil penelitian
Pelayanan | Heryant Kualitatif menunjukkan bahwa
dalam 0 kualitas  pelayanan
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Meningkat
kan
Kepuasan
Pelanggan
Pada
Perusahaa
n Daerah
Air
Minum
(PDAM)
Tirta
Darma
Ayu
Kabupaten
Indramayu
(Studi
Kasus di
Kelurahan

Margadadi
)

PDAM Tirta Darma
Ayu Kabupaten
Indramayu masih
belum berjalan
optimal. Hal ini
terlihat dari dimensi
pelayanan seperti
tangible, reliability,

responsiveness, dan

assurance yang
dinilai belum
maksimal,

sedangkan aspek
empathy sudah

dianggap baik. Dari

sisi kepuasan
pelanggan,
pelayanan yang

diberikan juga belum
sepenuhnya  sesuai
maupun melampaui
harapan masyarakat.

Adapun faktor yang
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menjadi penghambat
peningkatan kualitas
pelayanan  meliputi
kondisi musim
(kesulitan
mendapatkan air saat
kemarau dan
tingginya kekeruhan
air di musim hujan),
pelanggan yang
menunggak
pembayaran,  serta
keterbatasan jumah
pegwai teknis dan

distribusi.

Untuk mengatasi
hambatan  tersebut,
PDAM  melakukan
beberapa upaya,
seperti  menambah
dosis bahans kimia
(tawas, kaporit)

ketika kualitas air
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menurun akibat
kekeruhan, serta
menerapkan  sanksi
berupa  pemutusan
sambungan air bagi
pelanggan yang
menunggak

pembayaran lebih
dari dua bulan atau
melakukan

pelanggaran  yang
merugikan

perusahaan.

Secara keseluruhan,
penelitian ini
menyimpulkan

bahwa kualitas
pelayanan  PDAM
Tirta Darma Ayu
dalam meningkatkan
kepuasan pelanggan
masih tergolong

belum optimal, baik
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dari aspek pelayanan
maupun dari tingkat
kepuasan pelanggan

itu sendiri.

Analisis
Kepuasan
Pelanggan
Pada
Pelayanan
Air Bersih
di PDAM
Tirta
Bening
Kabupaten

Pati

Arin
Nurwid
ya, Heri
Sawiji,
dan Tri
Murwa

ningsih

2022

Kualitatif

Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa
tingkat kepuasan
pelanggan terhadap
pelayanan air bersih
PDAM Tirta Bening
Kabupaten Pati
berbeda pada tiap
dimensi  pelayanan.
Pada aspek bukti
langsung (tangible),
pelanggan  merasa
puas karena sarana
dan prasarana,
kemudahan

pembayaran,  serta
penampilan pegawai
dinilai memadai.

Pada dimensi
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keandalan

(reliability),

meskipun  prosedur
pelayanan cukup
mudah dipahami dan
kualitas air terjamin
melalui uji
laboratorium  rutin,
pelanggan masih
belum terkait
distribusi air yang
belum berlangsung
24 jam penuh di

seluruh wilayah.

Dimensi jaminan
(assurance)
menunjukkan hasil
positif, dimana
pelanggan  merasa
puas dengan sikap
ramah, sopan, dan
profesionalitas

pegawai dalam
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menangani masalah.
Aspek daya tanggap

(responsiveness)

juga mendapat
penilaian baik
karena pegawai

cepat merespons
keluhan, baik
melalui layanan
langsung  maupun
media  pengaduan,
serta segera
memahami

kebutuhan pelanggan
dengan memberikan
perhatian, seperti
koreksi rekening
akibat kebocoran
pipa dan kunjungan
langsung ke rumah

pelanggan.

Adapun  hambatan

utama dalam
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pelayanan mencakup
keterbatasan sumber
air baku, jaringan
pipa yang sudah tua,
serta  pemadaman
listrik olen PLN.
Untuk mengatasi
kendala tersebut,
PDAM Tirta Bening
melakukan berbagai
langkah, antara lain
menambah  sumber

air baku baru,

mengganti pipa
secara bertahap,
serta memasang
genset guna

mengantisipasi
gangguan  distribusi

akibat padamnya

listriknya.
Secara umum,
penelitian ini
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menyimpulkan

bahwwa  meskipun
sebagian besar
dimensi  pelayanan
dinilai  baik  dan
mampu memberikan
kepuasan, namun
aspek keandalan
terutama dalam
distribusi air bersih

perlu ditingkatkan.

Pengaruh
Responsiv
itas
Pegawai
Kantor
PDAM
Kota
Malang
Terhadap
Kepuasan
Pelanggan

dalam

Sesariu
S
Rindo,
Sugeng
Rusmi
wari,
dan
Dewi
Citra
Larasar

2017

Penelitian ini
membuktikan bahwa
responsivitas
pegawai PDAM
Kota Malang
memiliki  pengaruh
yang positif dan
signifikan terhadap
kepuasan pelanggan.
Hasil regresi
sederhana

menunjukkan  nilai
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Penyediaa
n Air

Bersih

koefisien sebesar
0,545 dengan
kontribusi pengaruh
sebesar 29,7%,
sementara  sisanya
70,3% dipengaruhi
oleh faktor lain yang
tidak diteliti dalam

penelitian ini.

Temuan ini
mengindikasikan
bahwa semakin
tinggi tingkat
responsivitas
pegawai dalam
menanggapi
kebutuhan  maupun
keluhan pelanggan,
maka semakin
meningkatkan  pula
kepuasan pelanggan
terhadap layanan air

bersih PDAM Kota
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Malang. Dengan

demikian, aspek
responsivitas
pegawai menjadi

faktor penting dalam

upaya peningkatan
kualitas  pelayanan
publik di  sektor
penyediaan air
bersih.
Analisis Fetni, 2023 | Deskriptif Hasil penelitian
Kualitas Sudirm Kualitatif menunjukkan bahwa
Layanan an kualitas  pelayanan
Perusahaa | Basa, PDAM Tirta
n Daerah | Anis Simbune tergolong
Air Ribcali cukup baik pada
Minum a dimensi bukti fisik,
pada Septian keandalan,
Pelayanan |a ketanggapan,
Air Bersih jaminan, dan empati.
di Namun, masih
Kecamata diperlukan perbaikan
n Tirawuta pada aspek sarana
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Kabupaten dan prasarana.
Kolaka Faktor internal yang
Timur memengaruhi  mutu
layanan meliputi
fasilitas, disiplin,
tanggung jawab,
keterampilan,
prosedur pelayanan,
dan eksternal
mencakup  kondisi
alam (musim
hujan/kemarau),
kesadaran pelanggan

dalam membayar

tagihan, serta
hubungan antara
PDAM dan
masyarakat.

Dalam penulisan ini terdapat 10 artikel jurnal atau penelitian
terdahulu berskala nasional yang relevan dengan topik pelayanan publik
Penyedia Air Minum (PAM). Penelitian-penelitian tersebut dengan kajian

ini terletak pada fokus terhadap kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan,

51



di mana sebagian besar peneliti (Suryani, 2015; Rahman, 2016; Marcella &
Parjiyana, 2018; Heryanto, 2018; Rindo et al., 2017; Hadinawati & Wahid,
2022; Hartono et al., 2023; Purba et al., 2024; Nurwidya et al., 2022; Fetni
et al., 2023) menggunakan dimensi pelayanan publik seperti tangible,
reliability, responsiveness, assurance, dan empathy sebagai acuan analisis.
Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif
sebagaimana dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya, serta

mengadopsi kerangka teori yang sama dalam menilai pelayanan publik.

Namun demikian, penelitian ini memliki fokus yang berbeda. Jika
penelitian terdahulu lebih menekankan pada kualitas layanan atau
responsivitas di daerah masing-masing, penelitian ini mengkaji bagaimana
transisi tersebut berdampak terhadap variabilitas distribusi air dan mutu
layanan publik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas
kualitas pelayanan, tetapi juga menghadirkan perspektif baru terkait tata
kelola dan distribusi air pdam dari swasta ke pemerintah daerah di

Kabupaten Sorong.

2.7 Kerangka Konseptual

Definisi konseptual digunakan untuk menjelaskan batasan serta
karekteristik dari fenomena atau konsep yang menjadi fokus penelitian.
Penjabaran ini bertujuan memberikan gambaran konseptual agar peneliti
dapat memahami makna setiap konsep yang digunakan, sehingga ruang

lingkup penelitian dapat ditetapkan secara jelas dan terarah.
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1.5.2

1.5.3

Tata kelola Air PDAM

Menurut Siwij et al. (2024) menyatakan bahwa tata kelola
PDAM adalah proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan
kebijakan yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan
masyarakat untuk memastikan pelayanan air bersih berjalan efektif
dan berkelanjutan. Sebagai BUMD, PDAM menerapkan prinsip
Good Corporate Governance yang mencakup transparansi,
akuntabilitas, independensi, responsivitas, dan kesetaraan, dengan
tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung
pembangunan daerah sesuai ketentuan perudang-undangan.
Variabilitas Pengaliran Air PDAM

Menurut Laurensia et al. (2024) menyatakan bahwa
variabilitas pengaliran air adalah perubahan debit, tekanan, dan
kontinuitas distribusi air bersih yang diterima pelanggan, yang
dapat dipengaruhi oleh faktor teknis seperti kapasitas produksi,
kondisi jaringan pipa, dan pola konsumsi masyarakat.variabilitas
pengaliran air digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat
efektivitas pengelolaan serta distribusi air dalam mendukung
pelaksanaan pelayanan publik.
Pelayanan Publik PAM

Menurut Zahra et al., (2024) Pelayanan publik merupakan
salah satu tugas pokok aparatur negara sebagai pelayanan negara
dan pelayanan masyarakat, termasuk badan usaha milik daerah

(BUMD). Salah satu bentuk penyelenggaraan pelayanan publik
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tersebut adalah Perusahaan Air Minum (PAM), yang berperan
sebagai bagian dari struktur dan sistem penyediaan serta
penyaluran air bersih di daerah, termasuk Kabupaten Sorong.
Sebagai perusahaan daerah yang berada di garis depan dalam
memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, setelah pemerintah
pusat.

Dengan demikian kerangka konseptual penelitian tersebut,
disusun untuk memahami dampak peralihan tata kelola PAM
terhadap variabilitas pengaliran serta penyelenggaraan pelayanan
publik air minum di UPTD Air Minum Kabupaten Sorong.
Peralihan tata kelola dipandang sebagai faktor yang memengaruhi
proses pengelolaan dan distribusi air bersih, yang selanjutnya
berimplikasi pada kondisi pengaliran air dan kualitas pelayanan
publik yang diberikan kepada masyarakat. Kerangka konseptual ini
digunakan sebagai pedoman analisis guna membatasi ruang
lingkup penelitian serta memperjelas fokus kajian agar pembahasan
dapat dilakukan secara terarah dan sistematis sesuai dengan tujuan

penelitian.
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2.8 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini merupakan uraian
mengenai aspek-aspek yang digunakan penulis untuk menejelaskan serta
menentukan cara pengukuran setiap variabel. Melalui definisi operasioal,
variabel penelitian seperti tata kelola air PAM, variabilitas pengaliran air,
dan dampak terhadap pelayanan publik dapat dijelaskan secara terukur

sehingga memudahkan proses analisis pada konteks penelitian di UPTD Air

Minum Kabupaten Sorong.

Tabel 2.8.1 Definisi Operasional

Variabel Definisi Pengumpulan Pertanyaan
Indikator
Penelitian Operasional Data
Dampak Transparan | Tata kelola | Wawancara Apa saja
Peralihan si, air diartikan | mendalam dan faktor-faktor
Tata Kelola | Akuntabilit | sebagai dokumentasi yang
Air PAM as, upaya mempengaru
Efisiensi, manajemen hi
Responsivit | (Perusahaan pendistribusi
as Air  Minum) an aliran air
PAM dalam PAM?
mengelola Sejauh mana
sumber daya UPTD PAM
air, meliputi menyampaia
keterbukaan n informasi
informasi, terkait
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pertanggungj

awaban,
penggunaan
sumber daya
secara
efesien, serta
tanggapan
terhadap
kebutuhan

masyarakat.

pengelolaan
air  secara
terbuka
kepada
masyarakat?
Bagaimana
bentuk
pertanggungj
awaban
PAM dalam
menjalankan
tugas
pengelolaan
air?
Apakah
sumber daya
yang
dimiliki
PAM
dimanfaatka
n dengan
cara  yang
efisen dalam
pelayanan

air bersih?

56




Bagaimana

PAM
menanggapi
kebutuhan
dan keluhan
masyarakat
terkait
pelayanan
air?
Variabilitas | Kontinuitas | Variabilitas Wawancara, Bagaimana
Pengaliran | aliran, pengaliran observasi tingkat
Air PAM Tekanan air diartikan | lapangan, dan keberlangsu
air, Jadwal | sebagai data skunder ngan aliran
distribusi tingkat air PAM
kestabilan yang
distribusi air diterima oleh
yang pelanggan?
dirasakan Apakah
pelanggan, tekanan air
baik dari segi yang
ketersediaan, diterima
kekuatan pengguna
tekanan, sudah
maupun memadai
ketepatan untuk
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jadwal
lapangan

penyaluruan.

memenuhi
kebutuhan
sehari-hari?
Sejauh mana
PAM

mampu
menyalurkan
air  sesuai
dengan
jadwal
distribusi
yang

ditetapkan?

Pelayanan

Publik

Kualitas
layanan
tanggapan,
Kemudaha
n akses,
kesopanan

petugas

Mutu
pelayanan,
respon
terhadap
keluhan
(responsiven
€ss),
kemudahan
akses
(asurance),
sikap dan

kesopanan

Wawancara

dan observasi

Bagaimana
masyarakat
menilai
mutu
layanan yang
diberikan
PAM?
Seberapa
cepat dan
tepat PAM
merespons

keluhan
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petugas
(empathy),
dan kondisi
fasilitas
pelayanan

(tangibles)

pelanggan?
Apakah
masyarakat
merasa
mudah
dalam
mengakses
pelayanan
yang
disediakan
PAM?
Bagaimana
sikap dan
kesopanan
petugas
PAM ketika
melayani

pelanggan?
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2.9 Kerangka Berpikir

Peralihan Tata Kelola PAM

Peralihan Tata Perubahan Tata Pelaksanaan
Kelola PAM Kelola Pengelolaan PAM
| | | |

Pengalihan struktur kelembagaan, P_eng_]elol_aa_n

pengelolaan dari kebijakan operasional, distribusi air,

swasta ke pemerintah koordinasi . pengelolaan
daerah antarinstansi, insfrastruktur, dan
transparansi dan pelayanan kepada

responsivitas. masyarakat.

Dampak Peralihan Tata Kelola Terhadap Variabilitas

Pengaliran Air dan Pelayanan Publik di UPTD Air Minum
Kabupaten Sorong

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini menggambarkan alur analisis mengenai
dampak peralihan tata kelola dari swasta ke pemerintah daerah terhadap
pengelolaan air minum di unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Air Minum
Kabupaten Sorong. Peralihan tersebut membawa perubahan dalam sistem
pengelolaan, baik dari sisi struktur kelembagaan, kebijakan operasional,
koordinasi antarinstansi, maupun penerapan prinsip transparansi dan

responsivitas dalam pelayanan air minum.
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BAB Il
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif
deskriptif, penulis terlebih dahulu menjelaskan jenis penelitian yang
digunakan agar arah dan pendekatan penelitian menjadi jelas. Sebagaimana
dijelaskan oleh Sugiyono, (2011) menyatakan, penelitian kualitatif
dilakukan dalam situasi alamiah dengan penulis berperan sebagai instrumen
utama. Data diperolenh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi,
sedangkan hasil penelitian lebih diarahkan pada pendalaman makna

daripada upaya melakukan generasi.

Yusuf (2014:328) menyatakan, bahwa penelitian kualitatif
merupakan suatu startegi inquiry yang menekankan pencarian makna,
pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang
suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik;
mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara
naratif. Dengan demikian, penelitian ini ditematkan dalam kerangka
kualitatif, sebab pendekatan ini dianggap paling tepat untuk menelaah secara
mendalam terkait tata kelola air PDAM, terutama dalam memahami
keragaman distribusi air serta tingkat kepuasan masyarakat sebagai

pengguna layanan publik di UPTD Air Minum Kabupaten Sorong.
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3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Air Minum Kabupaten Sorong. Penetapan lokasi penelitian didasarkan pada
relevansi objek penelitian dengan fokus kajian yang membahas dinamika
tata kelola pengelolaan air minum serta kualitas pelayanan publik yang

diberikan kepada masyarakat.

Pelaksanaan penelitian direncanakan berlangsung selama kurang
lebih 2 (dua) bulan, yang terhitung sejak dinyatakan lulus pada ujian usulan
proposal hingga selesai proses pengumpulan data lapangan. Adapun waktu
pelaksanaan penelitian direncanakan pada bulan Februari sampai dengan

bulan April tahun 2026.
3.3 Desain Penelitian

Desain penelitian ini disusun untuk menggambarkan secara
sistematis langkah-langkah yang ditempuh dalam proses kajian, mulai dari
perancanaan hingga analisis data. Penelitian menggunakan pendekatan
kualitatif yang menekankan pada pemahaman mendalaman terhadap
fenomena yang terjadi di lapangan. Fokus utama diarahkan pada dampak
peralihan tata kelola distribusi air PAM, variabilitas aliran, pelayanan publik
di UPTD Air Minum Kabupaten Sorong. Dalam pelaksanaannya, penelitian
ditempatkan pada kondisi alami (natural setting), di mana penulis berperan

sebagai instrumen utama.
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Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan
dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menekankan
interpretasi makna daripada perhitungan angka. Melalui desain ini,
penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang utuh
mengenai peralihan pengelolaan air PAM pasca peralihan dari swasta ke
pemerintah daerah, sekaligus mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi

kualitas layanan.
3.4 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2015 :309), dalam penelitian kualitatif, pengumpulan
data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data
primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi
berperanserta (participant observation), wawancara mendalam (in depth
interview) dan dokumentasi. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan
standar penelitian, diperlukan penggunaan teknik pengumpulan data yang
tepat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menerapkan beberapa teknik
pengumpulan data yang relevan dengan pendekatan kualitatif, yaitu melalui
observasi partisipan yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses
tata kelola pdam dan variabilitas serta bagaimana pelayanan publik.
Kemudian wawancara terbuka dan mendalam bersama subjek penelitian
yaitu kepala UPTD Air Minum, teknisi pendistribusian air, dan staf
pelayanan publik untuk mengetahui tata kelola pengaliran air, kemudian
faktor-faktor yang menghambat pendistribusian air, serta tingkat pelayanan

publik di UPTD Air Minum Kabupaten Sorong.
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Tabel 3.4.1 Daftar Informan Wawancara

Informan

Keterangan

Kepala ~UPTD  Air
Minum

(Ir. Johanis Paitung, S.T.)

Kebijakan dan dampak perubahan tata kelola air
pdam

Staf Administrasi

(Arni Lisma Girsang)

Sistem manajemen dan
PDAM

regulasi pelayanan

Staf Teknis Lapangan

Kondisi teknis, variabilitas pengaliran, sistem

(Reidaldy Agus | distribusi, dan kendala distribusi
Ratumurun)
Pelanggan/Pengguna Persepsi  masyarakat terhadap perubahan
(Bapak Subagio RT | pelayanan.
10/RW 03, Kelurahan
Malawili dan Bapak
Nyoman RT 08/RW 03,
Kelurahan Malagusa)
Dengan demikian, pemilihan informan dalam penelitian ini

dilakukan dengan mempertimbangan relevansi terhadap fokus kajian.

Informan yang terdiri dari pimpinan UPTD Air Minum, staf administrasi,

staf teknis lapangan, serta pelanggan dipilih karena memiliki peran,

pengalaman, dan pemahaman yang relevan mengenai kebijakan serta

dampak perubahan tata kelola pengelolaan air minum.

Melalui wawancara dengan para informan tersebut, diharapkan data

yang diperoleh komprehensif terkait dampak peralihan air pdam Kabupaten

Sorong, sistem manajemen, variabilitas pengaliran air, kondisi teknis

distribusi, serta persepsi masyarakat terhadap perubahan pelayanan yang

terjadi.
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3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif teknik
ini digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menganalisis data secara
berkesinambungan selama proses penelitian berlangsung. Model analisis
interakif yang dikembangkan oleh Miles dan Hurberman meliputi empat
tahapan utama, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan
kesimpulan-kesimpulan atau verifikasi. Keempat komponen ini berlangsung
secara siklus dan saling berhubungan agar hasil analisis lebih mendalam dan

akurat.

Dengan demikian, proses analisis data dalam penelitian ini
dilakukan secara berkesinambungan sejak tahap pengumpulan data hingga
penarikan kesimpulan, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk
memperolah pemahaman yang mendalam terhadap dampak peralihan tata
kelola air PDAM terhadap pelayanan publik di UPTD Air Minum

Kabupaten Sorong.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Sorong

Kabupaten Sorong merupakan salah satu daerah di Provinsi Papua
Barat Daya (yang dikenal dengan sebutan Kepala Burung Papua) yang
memiliki peran strategis sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan.
Secara administratif, Kabupaten Sorong mencapai sekitar 13.075,90 km?
(BPS Kabupaten Sorong, 2024). Secara geografis, wilayah ini berbatasan
dengan Kabupaten Raja Ampat di sebelah utara, Kabupaten Tambrauw di
sebelah timur, Kota Sorong di sebelah barat, serta Laut Seram di sebelah
selatan. Kondisi topografi Kabupaten Sorong cukup bervariasi, mulai dari
dataran rendah di wilayah pesisir hingga perbukitan di bagian tengah dan
utara, yang memberikan pengaruh terhadap pola pemukinan serta distribusi
infrastruktur publik, termasuk jaringan air bersih.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk
Kabupaten Sorong pada tahun 2023 mencapai 119.506 jiwa dengan tingkat
kepadatan yang relatif rendah, yaitu sekitar 9 jiwa per kilometer persegi.
Pertumbuhan penduduk yang meningkat serta penyebaran wilayah yang luas
menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan pelayanan publik secara
merata, termasuk penyediaan air bersih oleh UPTD. Dari aspek
pembangunan, Pemerintah Kabupaten Sorong berpedoman pada Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 yang menekankan
peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan publik, dan tata kelola

pemerintahan yang transparan serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat
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(Bappeda Kabupaten Sorong, 2023). Program prioritas daerah juga
diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan meningkatkan
akses masyarakat terhadap layanan di sektor air minum, pendidikan, dan
kesehatan.

Dengan karakteristik wilayah yang luas dan heterogen, Kabupaten
Sorong memerlukan strategi pembangunan yang berkelanjutan dan adaptif
terhadap kondisi geografis serta sosial ekonomi masyarakatnya. Gambaran
umum ini menjadi dasar untuk memahami dinamika pengelolaan air PAM
dan tingkat kepuasan pengguna terhadap pelayanan publik di wilayah

tersebut.

4.1.1 Gambaran Umum UPTD Air Minum Kabupaten Sorong

UPTD Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sorong merupakan unit pelaksana teknis
daerah yang bertugas mengelola Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM). UPTD ini dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati
Kabupaten Sorong Nomor 41 Tahun 2005 tentang Pembentukan
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang kemudian mengalami
perubahan melalui Keputusan Bupati Kabupaten Sorong Nomor 80
Tahun 2006. Dalam pelaksanaannya, UPTD berada di bawah
koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong melalui Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan wilayah kerja meliputi
kawasan perkantoran Aimas dan perumahan Pemerintah Daerah

Kabupaten Sorong.
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4.1.2 Sejarah Peralihan

Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada
awalnya dilaksanakan oleh pihak swasta, yaitu PT Andriyani Jaya
Abadi, berdasarkan perjanjian kerja sama tahap | dengan Nomor
690/037 dan Nomor 13/AJA-MoU/AMSI/2013 yang ditetapkan pada
8 Januari 2013. Kerja sama ini berkaitan dengan pengelolaan dan
operasional air minum di Kabupaten Sorong dengan jangka waktu
selama 5 (lima) tahun, terhitung hingga 8 Januari 2018. Selanjutnya
kerja sama tersebut diperpanjang melalui tahap Il berdasarkan Nomor
690/532 dan Nomor 06/AJA-MoU/AMSI/2018 yang ditandatangani
pada 4 Januari 2018, dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun sejak
8 Januari 2018 sampai dengan 8 Januari 2023.

Peran dan kemitraan badan usaha dalam penyelenggaraan
pengelolaan SPAM di Kabupaten Sorong pada saat itu dilaksanakan
melalui kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Sorong dengan PT
Adriyani Jaya Abadi. Kerja sama tersebut menjadi bentuk keterlibatan
pihak swasta dalam mendukung pelayanan air minum kepada
masyarakat dan telah berjalan sejak tahun 2013. Namun, untuk
menjamin keberlangsungan operasional dan efektivitas pengelolaan
SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
pemerintah daerah memandang perlu membentuk lembaga pengelola
yang berada di bawah pemerintah daerah. Oleh karena itu, dibentuk
Unit Pelaksana Teknis Daerah Air Minum (UPTD AM) pada Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sorong.
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Setelah berakhirnya masa kerja sama tersebut, pengelolaan
operasional SPAM tidak lagi dilakukan oleh pihak swasta, melainkan
dialihkan kepada Pemerintan Daerah Kabupaten Sorong melalui
UPTD Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Peralihan ini menunjukkan adanya perubahan sistem pengelolaan dari
pihak swasta ke pemerintah daerah, termasuk dalam pengelolaan

infrastruktur berupa bangunan dan jaringan distribusi air minum.

4.1.3 Tugas dan Fungsi UPTD Air Minum Kabupaten Sorong

UPTD Air Minum Kabupaten melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta melaksanakan
sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Dalam melaksanakan
tugas tersebut, UPTD menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai
berikut:

1. Menyelenggarakan sebagaian kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam bidang pelayanan

air minum di wilayah Kabupaten Sorong,

2. Memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat,

3. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya,

4. Pengkoordinasian dan bimbingan teknis terhadap unit-unit

Sistem Penyedian Air Minum (SPAM),
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5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas,
sesuai tugas dan fungsinya,
6. Pelaksanaan tugas teknis operasional sesuai ruang lingkup

dengan persetujuan Kepala Dinas.

4.2 Hasil Penelitian
4.2.1 Dampak Peralihan Pengelola

Peralihan pengelolaan air bersih dari pihak swasta kepada
pemerintah daerah melalui UPTD Air Minum Kabupaten Sorong
menimbulkan berbagai dampak, baik dari sisi internal organisasi
maupun terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan. Dampak
tersebut terutama berkaitan dengan keterbatasan sumber daya
manusia, kesiapan operasional serta kualitas pelayanan yang dirasakan
oleh masyarakat pada masa awal peralihan. Salah satu dampak utama
yang dihadapi oleh UPTD adalah keterbatasan tenaga kerja pada saat
awal peralihan. Hal ini terjadi karena berakhirnya kontrak kerja sama
pihak swasta tidak diiringi dengan kesiapan tenaga kerja dari pihak

pemerintah daerah.

“Pada saat peralihan, kami belum memiliki pegawai karena kontrak
dari pihak swasta berakhir pada tanggal 8 Januari 2023. Sementara
itu, pegawai baru belum juga tersedia di hari itu”. (Ir. Johanis
Paitung, S.T., Kepala UPTD Air Minum, 13 April 2026).

Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya kekosongan tenaga

kerja yang berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan
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operasional pelayanan air bersih. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa keterbatasan pengalaman tenaga kerja berpengaruh langsung
terhadap belum optimalnya sistem pelayanan, khususnya pada bidang
administrasi dan pelayanan pelanggan. Hal ini memperlihatkan bahwa
kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam
mendukung keberhasilan proses peralihan pengelolaan layanan air
bersih.

Selain itu, tenaga kerja yang direkrut oleh UPTD merupakan
pegawai baru yang belum memiliki pengalaman di bidang pengelolaan
air minum. Hal ini disebabkan karena tidak adanya karyawan dari
pihak swasta yang bersedia bergabung, meskipun telah dilakukan

upaya pengundangan.

“Karena tidak ada satupun karyawan dari swasta yang datang setelah
kami undang, akhirnya kami harus merekrut pegawai baru.
Sementara itu, kami juga butuh pegawai untuk mengisi beberapa
bagian, seperti teknis, administrasi, sampai keuangan. Tapi pegawai
yang baru ini belum punya pengalaman di bidang pengelolaan air,
jadi di awal peralihan memang banyak kendala yang kami hadapi.
Termasuk bagian pelayanan sempat mengalami kendala karena belum
terlalu paham pada sistemnya, jadi prosesnya sempat tidak berjalan
lancar dan masyarakat juga sempat mengaduhkan keluhan terkait
pembayaran. > (Ir. Johanis Paitung, S.T., Kepala UPTD Air Minum,

13 April 2026).
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Permasalahan ini  menunjukkan bahwa keterbatasan
pengalaman tenaga kerja berdampak langsung pada belum optimalnya
sistem pelayanan, terutama pada aspek administrasi dan pelayanan
pelanggan.

Selain aspek sumber daya manusia, kendala juga terjadi pada
ketersediaan data pendukung. Hingga saat penelitian dilakukan, data
dari pihak pengelola sebelumnya belum sepenuhnya diserahkan
kepada UPTD, sehingga menyulitkan dalam proses pengelolaan dan

pemetaan jaringan distribusi air.

“Data-data dari pihak PT Andryani Jaya Abadi sampai sekarang
belum diserahkan, sehingga kami mengalami kesulitan dalam
memahami jaringan yang ada di lapangan”. (Ir. Johanis Paitung,
S.T., Kepala UPTD Air Minum, 13 April 2026)

Belum tersedianya data pendukung tersebut menyebabkan
pihak UPTD mengalami kondisi hambatan dalam memahami sistem
distribusi yang telah ada sebelumnya. Kondisi ini turut memengaruhi
efektivitas pengelolaan dan penanganan masalah distribusi air di
lapangan.

Selain permasalahan yang dihadapi oleh pihak UPTD,
dampak dari peralihan pengelolaan juga dirasakan secara langsung
olen masyarakat sebagai pengguna layanan air minum. Pada tahap

awal peralihan, sejumlah pengguna menyampaikan keluhan yang
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belum berjalan secara optimal, baik dari aspek pengaliran air maupun

pelayanan administrasi.

“Waktu masih di pegang PT Adryani siang malam jalan, lancar dan
waktu ada keluhan dari masyarakat di sini langsung cepat di atasi
sihhh” (Bapak Subagio, Ketua RW 03 pengguna layanan air minum,
15 April 2026)

Namun, setelah terjadi peralihan, kondisi pelayanan dinilai
mengalami penurunan, terutama pada aspek kelancaran distribusi air.
“Ini ga nentu ya semenjak air tidak lancar ini saya sudah pasang air
bor, saya tidak bisa harap air PDAM ini, makanya saya bikin sumur
bor ini, karena kita berumah tangga ini kebutuhan banyak, air ini kan
kebutuhan dasar kalo kurang ya ga bisa yaa” (Bapak Nyoman,
pengguna layanan air minum, 16 April 2026)

Selain itu, terdapat pula persepsi masyarakat yang
membandingkan kualitas pelayanan sebelum dan sesudah peralihan.
“Ya kalo yang dulu kan kita sangat-sangat memuaskan lah, kalo yang
sekarang pokoknya begitulah miris” (Bu Widya, pengguna layanan
air minum, 16 April 2026)

Menanggapi kondisi tersebut, pihak UPTD Air Minum
Kabupaten Sorong menjelaskan bahwa terdapat perbedaan dalam
sistem pengelolaan yang diterapkan antara pihak swasta dan
pemerintah daerah. Namun demikian, UPTD tetap berusaha untuk

terus meningkatkan kualitas pelayanan air kepada masyarakat.
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“Kualitas pelayanan kami ya begitu yang saya bilang, kalo swasta
dan pemerintah beda, ya tetap kita juga berusaha untuk pelayanan
kita seperti swasta kemaren” (Johanis Paitung, S.T., Kepala UPTD
Air Minum, 13 April 2026).

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa
peralihan pengelolaan air bersin memberikan dampak yang cukup
signifikan, baik secara internal maupun eksternal. Dari sisi internal,
keterbatasan sumber daya manusia dan tidak tersedianya data
pendukung menjadi kendala utama dalam proses operasional.
Sementara itu, dari sisi eksternal masyarakat merasakan penurunan
kualitas layanan, terutama pada aspek kelancaran pengaliran air dan
responsivitas pelayanan. kondisi ini menunjukkan bahwa kesiapan
kelembagaan dan sumber daya menjadi faktor penting dalam
menentukan keberhasilan proses peralihan pengelolaan layanan
publik.

Berdasarkan teori kualitas SERVQUAL yang dikemukakan
oleh A. Parasuraman dkk. (1988), dampak peralihan pengelolaan air
bersih di Kabupaten Sorong menunjukkan adanya perubahan pada
beberapa aspek kualitas pelayanan. Salah satu aspek yang terlihat
adalah keandalan (reliability), yaitu kemampuan penyedia layanan
dalam memberikan pelayanan secara konsisten dan sesuai dengan
harapan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat

menilai distribusi air mengalami penurunan dibandingkan dengan
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masa pengelolaan oleh pihak swasta. Kondisi pengaliran air yang
tidak stabil menunjukkan bahwa aspek reliability belum berjalan
secara optimal karena pelayanan belum mampu diberikan secara
konsisten kepada masyarakat.

Selain itu, aspek daya tanggap (responsiveness) juga belum
berjalan secara optimal. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan
UPTD Air Minum Kabupaten Sorong dalam memberikan respons
cepat terhadap kebutuhan pelanggan masih belum maksimal. Hal ini
terlihat dari adanya keluhan masyarakat terkait lambatnya penanganan
masalah pelayanan dan respons terhadap pengaduan pelanggan.
Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia
serta belum optimalnya operasional pada masa awal peralihan
pengelolaan.

Dari sisi jaminan pelayanan (assurance), keterbatasan
pengalaman pegawai baru dan belum tersedianya data pendukung dari
pengelolaan sebelumnya turut memengaruhi proses pelayanan kepada
masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa kesiapan kelembagaan
dan kemampuan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam
mendukung kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.

Dengan demikian, peralihan pengelolaan air bersih dari pihak
swasta kepada pemerintah daerah tidak hanya berdampak pada sistem
operasional internal, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas

pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.
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4.2.2 Variabilitas Pengaliran Air

Berdasarkan dokumen resmi yang diakses melalui laman
UPTD Air Minum Kabupaten Sorong, telah ditetapkan suatu jadwal
sementara pengaliran air yang ditetapkan sebagai acuan dalam

pendistribusian air kepada pelanggan.

ALIRAN KANAN {UNIT1)  ALIRAN KIRS (UNIT 1) ALIRAN KANAN (UNIT2) ALIRAN KIRI (UNIT 2)

Gambar 4.2 Jadwal Sementara Pengaliran Air Sistem Gilir | (Sumber
:UPTD Air MInum Kabupaten Sorong, 2023)

Berdasarkan dokumen resmi UPTD Air Minum Kabupaten Sorong,
sistem distribusi air di wilayah Aimas pada tahun 2023 diterapkan secara
bergilir. Hal ini mencerminkan dalam jadwal pengaliran yang
menunjukkan bahwa distribusi air tidak berlangsung secara kontinu,
melainkan diatur berdasarkan pembagian hari dan wilayah tertentu. Dalam
jadwal tersebut terlihat adanya pembagian aliran pada beberapa jalur dan
unit pelayanan, di mana pada waktu tertentu sebagian wilayah

memperoleh aliran air, sementara wilayah lainnya tidak mendapatkan
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aliran (off). Pola ini mengindikasikan bahwa distribusi air belum merata
dan masih mengandalkan sistem pengaliran bergilir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak UPTD Air Minum
Kabupaten Sorong, distribusi air kepada masyarakat dilakukan dengan
sistem pengaliran bergilir dan pembagian wilayah distribusi ke dalam
beberapa blok. Sistem tersebut diterapkan untuk menjaga agar aliran air
tetap dapat menjangkau seluruh pelanggan, terutama wilayah yang berada

pada bagian paling jauh dari jaringan distribusi.

“Ya kita memastikan dengan dua model untuk distribusi ke masyarakat,
kalo pagi mengalir malam kita stop dari jam 6 sampai jam 10 pagi, nanti
jam 2 atau jam 3 baru distribusi lagi sampai jam setengah 5 seperti itu
setiap hari, jadi tidak 24 jam, tapi kalo kita mau memaksimalkan air ke
pelanggan kita harus blok-blok dulu, memang air ada, karena itu tadi kalo
semua bersama ada yang bagian depan dapat tapi bagian belakang paling
jauh pasti tidak akan dapat, ya makanya kita bikin giliran di blok-blok”
(Ir.Johanis Paitung. S.T, Kepala UPTD, Kepala UPTD Air Minum, 13

April 2026)

Berdasarkan pernyataan tersebut, sistem distribusi air dilakukan
secara bergilir dengan mempertimbangkan kondisi jaringan dan jangkauan
pelayanan kepada pelanggan. Pembagian distribusi ke dalam beberapa
blok dilakukan agar aliran air dapat menjangkau seluruh wilayah
pelayanan secara lebih merata, meskipun pengaliran belum dapat

dilakukan selama 24 jam penuh.
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“ Dalam satu minggu itu kadang dia ngalir kadang tidak, jadi sebagai
pengguna ini merasa kurang pas ya, yang dimana sebelumnya di kelola
oleh pihak sebelumnya tiap hari airnya ngaliri, setelah di ambil alih oleh
pemerintah sudah ga lancar lagi” ( Ibu Tuminah, pengguna layanan air

minum, 15 April 2026)

“ Ya memang sekarang ini tiap hari, cuman tidak full satu hari, mungkin
pagi ini ada jalan sampai jam 10, terus sampai sore mati, kadang-kadang
sore ada jalan berapa jam mati lagi, waktu masih di swasta lancar dan
waktu ada keluhan langsung di atasi” (Pak Joko, pengguna layanan air

minum, 15 April 2026 )

“Tempo hari pernah waktu itu kita dengan ibu DPR untuk kita
memberitahukan keluhan pengguna terkait kemacetan air pam, mereka
dari pihak UPTD bilangnya mau di gilir, umpamanya jalan, besok
mungkin tidak, terus besoknya tidak, begitu” (Bu Widia, pengguna layanan

air minum, 16 April 2026)

“ Terkait jadwal penerimaan air, kita juga tidak menerima pemberitahuan,
tidak ada suratnya paling tidak ya suratnya yang di tujukan kepada kami,
supaya pelanggan tau jadwal mengalir dan bisa menampung air, tapi
sampai sekarang saya tidak menerima itu” (Bapak Nyoman, pengguna
layanan air minum, 16 April 2026).

“Kalo untuk yang dulu ya aman, kalo untuk sekarang sangat tidak aman,

kadang uda hari jalan, jalan itu airnya baru setengah jam ember belum
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full sudah mati, disini ga dikasih jadwal, kalo dulu boleh disini mati
beberapa hari sekali, kalo sekarang si sudah aman, semenjak tanki
besarnya pernah jebol tapi sudah di ganti, cuman ya itu baru berapa jam

sudah mati” (Ibu Widya, pengguna layanan air minum, 16 April 2026)

Berdasarkan keterangan para informan, masyarakat menilai bahwa
sistem pengaliran air yang diterapkan masih belum berjalan secara stabil
dan konsisten. Kondisi tersebut menyebabkan pelanggan mengalami
kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama ketika
pengaliran berlangsung dalam durasi yang singkat dan tanpa informasi
jadwal yang jelas.

Berdasarkan hasil analisis dokumen dan wawancara, dapat
disimpulkan bahwa variabilitas pengaliran air di wilayah Aimas tergolong
tinggi. Hal ini ditandai dengan ketidakpastian jadwal pengaliran, durasi
aliran yang terbatas, serta kurangnya informasi yang diterima oleh
pelanggan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi air belum
berlangsung secara stabil dan belum mampu memenuhi kebutuhan
masyarakat secara konsisten.

Berdasarkan teori kualitas pelayanan SERVQUAL yang
dikembangkan oleh A. Parasuraman dkk. (1988), kondisi pengaliran air di
wilayah Aimas menunjukkan bahwa aspek keandalan (reliability)
pelayanan masih belum berjalan secara maksimal. Keandalan pelayanan
berkaitan dengan kemampuan penyedia layanan dalam memberikan

pelayanan secara teratur, konsisten, dan sesuai dengan jadwal yang telah
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ditentukan. Namun, hasil wawancara menunjukan bahwa masyarakat
masih menghadapi ketidakjelasan jadwal pengaliran, durasi aliran air yang
terbatas, serta distribusi air yang tidak berlangsung secara stabil.

Disamping itu, aspek daya tanggap (responsiveness) juga dinilai
belum optimal. Hal tersebut terlihat dari berbagai keluhan masyarakat
mengenai minimnya informasi terkait jadwal pengaliran air serta
penanganan keluhan yang dinilai belum cepat. Sejumlah informan
menyampaikan sistem pengaliran bergilir yang diterapkan menyebabkan
masyakat mengalami kesulitan dalam mengatur dan memenuhi kebutuhan
air untuk keperluan sehari-hari.

Dengan demikian, tingginya variabilitas pengaliran air
menunjukkan bahwa kualitas pelayanan distribusi air oleh UPTD Air
Minum Kabupaten Sorong masih belum sepenuhnya memenuhi indikator

realibility dan responsiveness dalam model SERVQUAL.

4.2.3 Kondisi Pelayanan Publik pada UPTD Air Minum Kabupaten
Sorong

Peralihan pengelolaan air bersih dari pihak swasta kepada

UPTD Air Minum Kabupaten Sorong berdampak pada kondisi

pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat. Pada masa awal

peralihan, pelayanan yang diberikan dinilai belum berjalan secara

optimal, terutama aspek responsivitas dan kelancaran proses

pelayanan.
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Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala UPTD Air
Minum Kabupaten Sorong bahwa pada tahap awal peralihan, bagian
pelayanan masih mengalami kendala dalam menjalankan sistem yang

ada.

“Bagian pelayanan sempat mengalami kendala karena belum terlalu
paham pada sistemnya, jadi prosesnya sempat tidak berjalan lancar
dan masyarakat juga sempat mengaduhkan keluhan terkait
pembayaran air pam.” (Ir. Johanis Paitung. S.T., Kepala UPTD, 13
April 2026).

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat
sebagai pengguna layanan, diketahui bahwa terjadi penurunana
kualitas pelayanan setelah pengelolaan dialihkan kepada UPTD.
Penurunan tersebut terutama dirasakan pada lambatnya respons
terhadap keluhan yang disampaikan oleh pelanggan.

“Untuk pelayanan kalo dulu itu bagus, tapi semenjak sekarang sudah
di pegang UPTD, aduhh sekarang lebih macet-macet, apalagi kalo
kita mengeluhnya cuman lewat chat atau telfon itu dia responnya
lama, kalaupun kita datang itu ga yang hari itu langsung di respon
mungkin nunggu besok atau lusa, pokoknya ga menyenangkan lahh”

(Ibu Widia, pengguna layanan air minum, 16 April 2026).
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Keluhan serupa juga di sampaikan oleh informan lain yang
menyatakan bahwa proses penanganan keluhan membutuhkan waktu
yang cukup lama, bahkan hingga beberapa hari. Pernyataan tersebut
menunjukkan bahwa masyarakat menilai respons pelayanan yang
diberikan oleh UPTD Air Minum Kabupaten Sorong masih belum
belum berjalan secara maksimal, terutama dalam penanganan keluhan

pelanggan.

“Kalo merespons keluhan tu lama banget kayak bisa berhari-hari,
cuman kalo di bagian petugas loket pembayaran pelayanannya sopan,
bagus” (Bu Dince, Kelurahan Malagusa, 16 April 2026).

Berdasarkan keterangan beberapa pelanggan, pelayanan pada
bagian loket pembayaran di UPTD Air Minum Kabupaten Sorong
dinilai masih berjalan dengan cukup baik, khususnya dalam sikap
petugas yang tetap melayani pelanggan secara sopan dan tertib.
Namun demikian, terdapat pula pelanggan yang menyampaikan
berbagai keluhan secara langsung di bagian lokat pembayaran terkait
distribusi air serta pelayanan yang diterima.

Selain lambatnya respon, masyarakat juga mengalami
kendala dalam menyampaikan pengaduan, baik melalui media

komunikasi maupun secara langsung.

“Sudah pernah menyampaikan keluhan dan itupun, ya nanti di kasih

nomor hpnya, dah di wa cuman di baca, telfonnya ga di angkat , baru
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besoknya baru datang ngecek” (Bu Sriyanti, pengguna layanan air
minum, 15 April 2026).

Di samping permasalahan terkait respons pelayanan, proses
distribusi air juga masih menghadapi berbagai kendala teknis di
lapangan yang turut memengaruhi kelancaran pelayanan kepada
masyarakat. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh staf teknis

lapangan UPTD Air Minum Kabupaten Sorong berikut.

“Wah banyak kendalanya, tiap hari ada kendalanya, apalagi kalo ada
kendala di lapangan seperti pipa bocor, pipa lepas atau pipa yang
tergaruk oleh eksavator”. (Reidaldy Agus Ratumurun, Staf Teknis
Lapangan, 10 April 2026).

Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan air bersih masih
mengalami berbagai hambatan di lapangan, terutama pada jaringan
distribusi air yang sering mengalami gangguan. Kondisi tersebut
berkaitan dengan dimensi reliability dalam teori SERVQUAL, vyaitu
kemampuan penyedia layanan dalam memberikan pelayanan secara
konsisten kepada masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
pelayanan distribusi air belum mampu diberikan secara konsisten
kepada masyarakat.

Di sisi lain, UPTD Air Minum Kabupaten Sorong juga
berupaya memberikan informasi kepada masyarakat terkait gangguan

pelayanan maupun proses perbaikan jaringan air. Informasi tersebut
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disampaikan melalui grup pelanggan sebagai media komunikasi antara

pihak UPTD dan masyarakat.

“kita memberikan informasi melalui grup pelanggan, ya mungkin ada
juga yang belum bergabung di grup, tapi sebagian besar sudah
masuk.” (Ir. Johanis Paitung, S.T., Kepala UPTD Air Minum, 13
April 2026).

Selain itu, Kepala UPTD juga menyampaikan informasi
penghentian sementara distribusi air biasanya diberikan sebelum

proses perbaikan dilakukan.

“Cara kita menyampaikan informasi pengelolaan kepada pelanggan,
kita sampaikan kalo umpanya ada mau perbaikan, sebelunya kita
minta maaf untuk semua pelanggan terutama yang kena di wilayah
itu, kita sampaikan di grup bahwa untuk sementara kita berhentikan
dulu sementara.” (Ir. Johanis Paitung, S.T., Kepala UPTD Air
Minum, 13 April 2026).

Hal tersebut menunjukkan adanya upaya keterbukaan
informasi kepada masyarakat terkait kondisi pelayanan air bersih,
Dalam teori SERVQUAL, tindakan tersebut mencerminkan dimensi
responsiveness, yaitu Kketersediaan penyedia layanan dalam
memberikan informasi dan tanggapan kepada pelanggan secara cepat.

Selain memberikan informasi kepada pelanggan, UPTD juga
berupaya menindaklanjuti kuluhan masyarakat yang masuk melalui

telepon maupun laporan langsung kepada petugas lapangan.
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“Kalo keluhan dari masyarakat ya mereka menelfon langsung ke saya
atau temen-temen di lapangan, tapi kalo ada aduan ya saya langsung
sampaikan ke teman-teman di lapangan untuk langsung data ke
pelanggan untuk menjelaskan kondisi air yang seperti ini”.
(Ir. Johanis Paitung, S.T., Kepala UPTD Air Minum, 13 April 2026).
Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan
masyarakat sebelumnya, respons pelayanan tersebut masih dinilai
belum maksimal karena proses penanganan keluhan sering
membutuhkan waktu cukup lama.
Dalam aspek pelayanan petugas, UPTD Air Minum
Kabupaten Sorong juga melakukan penyesuaian pada masa awal
peralihan pengelolaan, salah satunya dengan memberikan identitas

resmi kepada petugas lapangan.

“Awalnya waktu kita pegang air bersih ini, namanya orang baru,
pelanggan-pelanggan yang ada di rumah itu tong punya petugas
kelapangan, ya biasanya berpaikan apa adanya, jadi dong piker itu
pencuri, jadi kita bikin kartu identitas” (Ir.Johanis Paitung, S.T.,
Kepala UPTD Air Minum, 13 April 2026).

Di sisi lain, masyarakat juga menyoroti aspek keadilan dalam
pelayanan, khususnya terkait kewajiban pembayaran air yang tetap

dibebankan meskipun air tidak berjalan lancar.
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“Ya bagaimana yaa, air jalan ga jalanpun bayarnya tetap, kita lewat
tanggal pembayaran pun di denda, jalan ga jalan tetap ada beban,
pernah 3 bulan ga jalan sama sekali tetap bayar” (Bu Dince,
pengguna layanan air minum, 16 April 2026).

Kondisi  tersebut menunjukkan bahwa  masyarakat
mengharapkan adanya perhatian dan kepedulian dari pihak penyedia
layanan terhadap kondisi pelanggan, terutama ketika distribusi air
tidak berjalan secara lancar. Dalam teori SERVQUAL, kondisi ini
berkaitan dengan dimensi empathy, yaitu kemampuan penyedia
layanan dalam memahami dan memperhatikan kebutuhan pelanggan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan
bahwa kondisi pelayanan publik pada UPTD Air Minum Kabupaten
Sorong pada masa awal peralihan belum berjalan secara optimal.
Permasalahan tersebut terlihat pada dimensi reliability dan
responsiveness dalam teori SERVQUAL, terutama terkait kelancaran
distribusi air, lambatnya respons terhadap keluhan masyarakat, serta
kendala teknis pelayanan di lapangan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan distribusi air
masih belum mampu diberikan secara konsisten kepada masyarakat,
sehingga kualitas pelayanan yang diterima pelanggan belum

sepenuhnya sesuai dengan harapan pengguna layanan.
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Di samping menyampaikan berbagai keluhan terkait
pelayanan yang diterima, masyarakat juga mengungkapkan harapan
agar pelayanan distribusi air dapat ditingkatkan dan berlangsung

dengan lebih baik.

“Harapannya ya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat lah setiap
harinya, karena kan bukan cuman untuk mencuci dan mandi, tapi
minum juga dari air pam, jadi ya bagaimana caranya pihak UPTD
untuk memberikan pelayanan setiap harinya, supaya air PAM bisa
dipergunakan masayarakat” (Bapak Supardi, pengguna layanan air
minum, 16 April 2026).

“Kalo bisa kembali seperti yang dulu, supaya kita sama-sama rasa
enak to, soalnya kita juga kan perbulannya bayar jadi ya keluhan itu
kalo bisa di respon, intinya yang bagian lapangannya itu responnya
lebih cepat” (Ibu Widya, pengguna layanan air minum, 16 April
2026).

Berdasarkan  hasil wawancara tersebut, masyarakat
mengharpkan agar pelayanan air bersih dari UPTD Air Minum
Kabupaten Sorong dapat terus diperbaiki, khususnya dalam menjaga
kelancaran distribusi air serta meningkatkan kecepatan petugas dalam
menanggapi keluhan pelanggan. Harapan tersebut muncul karena air
bersih merupakan kebutuhan utama masyarakat yang digunakan untuk

menunjang aktivitas sehari-hari.
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4.2.4 Faktor Penyebab

Faktor penyebab dalam pengelolaan air bersih di UPTD Air
Minum Kabupaten Sorong tidak terlepas dari kondisi awal peralihan
pengelolaan dari pihak swasta kepada pemerintah daerah. Berdasarkan
hasil wawancara, terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi
proses pengelolaan, terutama yang berkaitan dengan keterbatasan
sumber daya manusia, kesiapan tenaga kerja, serta ketersediaan data
pendukung.
Salah satu faktor utama yang melatarbelakangi kerja sama
pengelolaan air bersih dengan pihak swasta adalah keterbatasan
sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah pada saat

itu.

“Ya memang ada kontrak kerja sama atau MoU karena ini kan
ceritanya dulu ada UPTD di Kabupaten Sorong itu kan pemerintah
punya, tapi karena dari pihak pemrintah tidak ada tenaganya yang
siap bekerja mengelola di tempat itu, makanya bekerja sama dengan
swasta” (Ir. Johanis Paitung, S.T., Kepala UPTD Air Minum, 13 April
2026).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas
sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam pengambilan

kebijakan kerja sama dengan pihak swasta.
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Pada saat peralihan berlangsung, UPTD belum memiliki
tenaga kerja yang siap untuk menjalankan operasional, sehingga

menyebabkan kendala pada tahap awal pengelolaan.

“Pada saat peralihan, kami belum memiliki pegawai karena kontrak
dari pihak swasta berakhir pada tanggal 8 Januari 2023. Sementara
itu, pegawai baru belum juga tersedia di hari itu.” (Ir. Johanis
Paitung, S.T., Kepala UPTD Air Minum, 13 April 2026).

Selain itu, tenaga kerja yang direkrut merupakan pegawai baru yang

belum memiliki pengalaman di bidang pengelolaan air minum.

“karena tidak ada satupun karyawan dari pihak swasta yang datang
setelah kami undang, akhirnya kami harus merekrut pegawai baru.
Sementara itu, kami juga butuh pegawai untuk mengisi beberapa
bagian, seperti teknis, administrasi, sampai keuangan. Tapi pegawai
yang baru ini belum punya pengalaman di bidang pengelolaan air,
jadi di awal peralihan masih banyak kendala yang kami hadapi. ’(Ir.

Johanis Paitung, S.T., Kepala UPTD Air Minum, 13 April 2026).

Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pengalaman tenaga
kerja menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan pada
tahap awal peralihan.

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah tidak adanya
tenaga kerja dari pihak swasta yang bersedia bergabung dengan

UPTD, meskipun telah dilakukan upaya pengundangan.
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“Kami sudah mengundang sebanyak dua kali kepada karyawan dari
pihak swasta untuk bergabung, tetapi tidak ada yang datang
satupun.” (Ir. Johanis Paitung, S.T., Kepala UPTD Air Minum, 13
April 2026).

Padahal, keberadaan tenaga kerja tersebut dinilai penting
karena telah memahami kondisi teknis dan jaringan distribusi air yang
ada sebelumnya. Kendala lain yang memengaruhi proses pengelolaan
adalah belum diserahkannya data-data penting dari pihak pengelola
sebelum kepada UPTD.

Keterbatasan jumlah tenaga teknis juga menjadi salah satu

faktor yang memengaruhi proses penanganan keluhan pelanggan.

“Ya itu tadi kalo ada keluhan atau masukan dari pelanggan, kita
punya karyawan maintenance atau jaringan kita ya terbatas, jadi kalo
ada keluhan ya kita selesaikan yang satu dulu, nanti kalo yang satu
sudah oke, baru bergeser ke yang lain” (Ir. Johanis Paitung, S.T.,

Kepala UPTD Air Minum, 13 April 2026).

Selain faktor sumber daya manusia, kondisi jaringan
distribusi juga turut memengaruhi kelancaran pelayanan air bersih
kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara staf teknis
lapangan, gangguan pada distribusi air kerap terjadi karena adanya

kerusakan pada jaringan pipa di lapangan.
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“Faktor-faktor yang mempengaruhi pendistribusian ke pelanggan,
biasanya itu kalo pipa-pipa bocor, pipa terlepas, atau pipa di garuk
eksa, kadang-kadang kejadian di lapangan seperti itu” (Reidaldy
Agus Ratumurun, Staf Teknis Lapangan, 10 April 2026).

Selain kendala pada sumber daya manusia dan jaringan
distribusi, proses pengelolaan juga di pengaruhi oleh belum

tersedianya data pendukung dari pihak pengelola sebelumnya.

“Data-data dari pihak PT Adriyani Jaya Abadi sampai sekarang
belum diserahkan, sehingga kami mengalami kesulitan dalam

memahami jaringan yang ada di lapangan.” (Johanis Paitung, S.T.,

Kepala UPTD Air Minum, 13 April 2026).

Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam proses pemetaan jaringan
serta pengambilan keputusan dalam pengelolaan distribusi air.
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan
bahwa faktor penyebab utama dalam pengelolaan air bersih di UPTD
Air Minum Kabupaten Sorong meliputi keterbatasan sumber daya
manusia, ketidaksiapan tenaga kerja pada masa peralihan, tidak
adanya tenaga kerja dari pihak sebelumnya, serta belum tersedianya
data pendukung yang memadai. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan
dan berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan serta kualitas

pelayanan air bersih yang diberikan kepada masyarakat.
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Berdasarkan teori SERVQUAL yang dikemukakan oleh A.
Parasuraman dkk. (1988), berbagai faktor yang memengaruhi
pengelolaan air bersih menunjukkan bahwa kualitas pelayanan
dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, kemampuan teknis
pelayanan, serta kelancaran sistem distribusi yang dimiliki oleh
penyedia layanan. Keterbatasan tenaga kerja dan minimnya
pengalaman pegawai berkaitan dengan dimensi assurance, yaitu
kemampuan kepercayaan masyarakat. Sementara itu, kendala pada
jaringan distribusi serta lambatnya penanganan gangguan pelayanan
berkaitan dengan dimensi reliability dan responsiveness dalam

pelayanan publik.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dinamika tata kelola air
bersih dari pihak swasta kepada pemerintah daerah melalui UPTD Air
Minum Kabupaten Sorong, dapat disimpulkan bahwa proses peralihan
pengelolaan memberikan dampak terhadap kondisi pelayanan air bersih
kepada masyarakat di wilayah Aimas, Kabupaten Sorong. Peralihan tersebut
memengaruhi sistem operasional, distribusi air, serta kualitas pelayanan
publik yang diterima oleh pelanggan.

Pada masa awal peralihan pengelolaan, UPTD Air Minum
Kabupaten Sorong masih menghadapi berbagai kendala internal, terutama
terkait keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pengalaman pegawai
baru, serta belum tersedianya data pendukung dari pihak pengelola
sebelumnya. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan operasional
pelayanan belum berjalan secara optimal dan memengaruhi efektivitas
pengelolaan distribusi air kepada masyarakat.

Varibilitas pengaliran air di wilayah pelayanan UPTD Air Minum
Kabupaten Sorong masih tergolong tinggi. Sistem distribusi air dilakukan
secara bergilir dengan pembagian beberapa blok pelayanan guna menjaga
pemerataan distribusi air kepada pelanggan. Namun demikian, masyarakat
masih mengalami ketidakpastian jadwal pengaliran, durasi aliran air yang

terbatas, serta kurangnya informasi terkait jadwal distribusi air. Kondisi
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tersebut menunjukkan bahwa pelayanan distribusi air belum berjalan secara
stabil dan konsisten.

Kondisi pelayanan publik pada masa awal peralihan juga dinilai
belum optimal. Masyarakat mengeluhkan lambatnya respons terhadap
pengaduan pelanggan, gangguan distribusi air, serta proses penanganan
keluhan yang membutuhkan waktu cukup lama. Di sisi lain, UPTD Air
Minum Kabupaten Sorong telah berupaya meningkatkan melalui
penyampaian informasi kepada pelanggan dan penanganan gangguan di
lapangan. Namun, upaya tersebut masih belum sepenuhnya memenuhi
harapan masyarakat sebagai pengguna layanan air bersih.

Berdasarkan teori SERVQUAL vyang dikemukakan oleh A.
Parasuraman dkk. (1988), kondisi pelayanan air bersih di UPTD Air Minum
Kabupaten Sorong menunjukkan bahwa dimensi reliability, responsiveness,
assurance, dan empathy masih belum berjalan secara maksimal. Hal
tersebut terlihat dari distribusi air yang belum konsisten, lambatnya respons
pelayanan, keterbatasan kemampuan teknis tenaga kerja, serta harapan
masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik dan lebih memperhatikan

kebutuhan pelanggan.
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5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis memberikan
beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi
UPTD Air Minum Kabupaten Sorong dalam meningkatkan Kkualitas
pelayanan air bersih kepada masyarakat.

UPTD Air Minum Kabupaten Sorong diharapkan dapat meningkat
kualitas dan kapasitas sumber daya manusia, terutama pada bidang teknis
serta pelayanan pelanggan agar proses pengelolaan dan pelayanan air bersih
dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan pada
sistem distribusi air sehingga pengaliran air kepada masyarakat dapat
berlangsung lebih stabil, merata, dan konsisten sesuai kebutuhan pelanggan.

UPTD Air Minum Kabupaten Sorong juga diharapkan dapat
meningkatkan responsivitas pelayanan, khususnya dalam menangani
keluhan pelanggan, baik melalui media komunikasi maupun penanganan
langsung di lapangan, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan
yang lebih cepat dan efektif. Di samping itu, keterbukaan informasi terkait
jadwal pengaliran air, gangguan distribusi, maupun proses perbaikan
jaringan juga perlu ditingatkan agar masyarakat memperoleh informasi
pelayanan secara jelas dan tepat waktu.

Selain itu, pemerintah daerah dan pihak terkait diharapkan dapat
mendukung penyediaan sarana, prasarana, serta data pendukung yang
memadai guna menunjang efektivitas pengelolaan air bersih dan

peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.
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